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ABSTRAK

Dianrana Aprilia, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik bagi hasil
ternak Ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe. Dibimbing Oleh Budiman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil usaha ternak
ayam di Labolong kec. Mattiro Sompe serta mengetahui tinjauan hukum ekonomi
syariah terhadap praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong kec.Mattiro Sompe

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif kualitatif dengan
jenis penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara dengan pemilik modal dan pengelola ternak ayam,dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang diterapkan di
Labolong belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa permasalahan
utama yang ditemukan meliputi tidak adanya akad tertulis, pembagian tanggung
jawab yang tidak proporsional, serta ketidaksepakatan dalam pembagian risiko antara
pemilik modal dan pengelola usaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan
ketimpangan dan ketidakadilan dalam kerja sama. Dalam perspektif hukum ekonomi
syariah, praktik ini belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan
kesepakatan yang menjadi dasar dalam akad mudharabah maupun syirkah. Oleh
karena itu, diperlukan pembenahan berupa penyusunan akad tertulis, pembagian
tanggung jawab yang lebih seimbang, dan penerapan sistem bagi hasil yang adil dan
transparan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Ternak Ayam, Mudharabah,
Keadilan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi
a. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini  sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda,
dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Tidak

| Alif dilambangka Tidak dilambangkan
n

o Ba B Be

- Ta T Te

Es (dengan titik
& Sa S

diatas)
. Je
z Jim J
Ha (dengan titik
z ia H dibawah)
3 Kha Kh Ka dan Ha
5 Dal D De
3 Dhal Dh De dan Ha
5 Ra R Er

Xiv



Zet

B Zai Z
" Sin N Es
U Syin Sy Esdan Ye

Es (dengan titik
o Sad $ dibawah)

De (dengan titik
U= Dad D dibawah)

Te  (dengan titik
L Ta T dibawah)

Zet  (dengan titik
L Za Z dibawah)
¢ Ain < Koma Terbalik Keatas
¢ Gain G Ge
o Fa F H
3 Qof Q Qi
o Kaf K =
J Lam L El
. Mim M Em
O Nun N En
P Wau W We

XV




Ha

> Ha H
. Hamzah o Apostrof
P Ya Y e

Hamzah (¢) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan
tanda ().

b. Vokal
1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A

| Kasrah I !

f Dammah U U

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin | Nama
(s Fathah dan Ya | Ai adani
- Fathah dan AL 2 dan
J-

Wau
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Contoh:
aS: kaifa
Jsa: haula

¢. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf | Nama Huruf dan Tanda | Nama
Fathah dan Alif | a  dan garis
V[ s ;
les atau Ya diatas
i dan garis
. Kasrah danYa |I diatas
Dammah  dan L u dan garis
5 Wau diatas
Contoh:
Gila : Mata
=) : Rama
Jé : Qila
&5 . yamiitu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah,

XVii




dan dammabh, transliterasinya adalah [t]

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

4344555 Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
ALalifiGaalt Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
L& : Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (%), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
Ery) : Rabbana
L : Najjaina

GaJl : Al-Haqg

& 1 Al-Hajj
ra—u} : Nu’ima
e . ‘Aduwwun

Jika huruf sbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf kasrah (i), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

XVili



Contoh:
&0& @ “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
e :”Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif lam
ma rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

:)Af«;ﬁ\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
41)5)5\ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
FERA( . al-falsafah
A8 : al-biladu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
arab ia berupa alif.

Contoh:
L/Jjﬂ)iu . ta’muruna
é;’d\ : al-nau’

L

S .syai’'un

XiX



2, 2

el umirtu
h. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.
Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian
teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fi zilal al-gur’an
Al-sunnah gabl al-tadwin
Al-ibarat bi ‘umum al-1afz la bi khusus al-sabab
i. Lafz al-jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai  mudaf ilahi (frasa nominal),
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

&G cdinullah

Ay - billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz
al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

SRR L b - hum fi rahmmatillah

j. Huruf kapital

XX



Meskipun dan lam sistem penulisan Arab tidak terdapat
penggunaan huruf kapital, dalam proses transliterasi ke dalam Bahasa
Indonesia, huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan kaidah Ejaan yang
Disempurnakan (EYD). Penggunaan huruf kapital ini berlaku, antara lain,
untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (seperti nama orang,
tempat, atau bulan), serta huruf awal dalam sebuah kalimat. Jika nama
diri diawali dengan kata sandang seperti "al-", maka huruf kapital tetap
diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata
sandangnya. Namun, apabila kata sandang "al-" terletak di awal kalimat,
maka huruf "A" pada "Al-" ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh
penerapannya dapat dilihat dalam penulisan nama-nama yang diawali
oleh kata sandang tersebut.

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari)
dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama
terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka
atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: lbnu

Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad Ibnu)

XXI



Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid,Nasr Hamid
(bukan: Zaid,Nasr Hamid Abu)
1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swit = subhanahu wa ta ‘ala

Saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah

M S Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

Q.s..[.:4 = Q.S. Al-Bagarah/2:187 atau Q.S.

Ibrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

-

U = dadn
po = O O

Al el Loz prla
danla= L

BEENSTE o2

AT e Al = &

XXii



e~ z
Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks

referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai

berikut:

ed. . Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu
orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor”
berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja
tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et
alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan

singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan

huruf biasa/tegak.

Cet . Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur
sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk

penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan
nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlaj jilid sebuah
buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-

buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor

karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Usaha ternak ayam merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi
ekonomi yang cukup besar, khususnya di Desa Labolong Selatan, Kecamatan
Mattirosompe. Banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha ini sebagai upaya untuk
meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam praktiknya, usaha ternak ayam di
daerah tersebut seringkali dijalankan dengan praktik bagi hasil, di mana pemilik
modal dan pengelola usaha ternak berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan
bersama.

Namun, seiring dengan berkembangnya usaha ini, timbul pertanyaan
mengenai kesesuaian praktik bagi hasil yang diterapkan dengan prinsip hukum
ekonomi syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan
hak serta kewajiban antara kedua pihak.

Praktik bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan
pengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah
disepakati bersama. Dalam praktik ini, terdapat ketentuan akad yang mengatur
pembagian keuntungan atau upah antara kedua pihak. Salah satu contoh akad bagi
hasil dalam syariat Islam adalah Mudharabah, yang melibatkan setidaknya dua pihak
pemilik modal yang memberikan dana kepada pengelola untuk menjalankan usaha
atau kegiatan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian hasil harus mengikuti
prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu ciri khas dari praktik ini adalah adanya dua
pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola yang bertanggung jawab atas usaha
tersebut.”

Secara umum, peternakan dapat diartikan sebagai kegiatan memelihara dan

mengelola hewan ternak untuk tujuan produksi, baik itu daging, telur, susu, maupun

! Monzer Kahf, ““The Islamic Economy: A Short Guide to the Islamic Economic System™”, in
Ed by Islamic Economics Institute, (2021), h. 45-60.



produk lainnya. Peternakan juga mencakup pembiakan, perawatan, serta pengelolaan
hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks usaha ternak
ayam, peternakan ayam bukan hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga peluang
bisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

Dalam praktik ini, perusahaan berperan sebagai inti yang menyediakan
seluruh sarana produksi, seperti bibit ayam, dan pakan ternak dan kandang, sementara
peternak bertanggung jawab atas pengelolahan dan, serta tenaga kerja. dalam
pelaksanaannya, perusahaan inti memiliki hak untuk menentukan sarana produksi
ternak (sapronak) dan memperoleh seluruh hasil panen dengan kualitas dan kuantitas
yang baik. Sementara itu, peternak memiliki hak untuk mendapatkan sarana produksi
dan dukungan penanganan penyakit ternak dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL).
Kewajiban perusahaan adalah menjamin kelancaran pengadaan sarana produksi
ternak dan kepastian pemasaran hasil, sedangkan kewajiban peternak adalah
memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan pemeliharaan dan penanganan
wabah penyakit pada ternak.’

Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat sahnya perjanjian kerja adalah
pekerjaan yang diperjanjikan harus termasuk dalam jenis pekerjaan yang mubah atau
halal menurut ketentuan syariat, serta memberikan manfaat baik bagi individu
maupun masyarakat. Dalam konteks kemitraan antara peternak dan perusahaan, hal
ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang
lebih lemah seperti peternak.®

Bagi hasil antara pemilik modal dan pengusaha yang menjalankan usaha
produktif sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, bahkan praktik ini sudah ada di
masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dalam konteks ini, akad yang digunakan

disebut akad girad, yaitu akad yang memberikan pinjaman modal kepada seseorang

2 Abdurrahman A, ‘Tinjauan Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak Studi Kasus
Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabpaten Lampung Timur’, (2020), h. 2-3.

¥ K Lubis Ahmad Azhar Basyir, ‘Hukum Ekonomi Islam’ (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.
165.



agar modal tersebut digunakan dalam usaha, dan keuntungan yang diperoleh
kemudian dibagi antara pemilik modal dan pengusaha sesuai dengan kesepakatan

bersama.

Karena akad ini pada dasarnya bebas dari unsur kejahatan dan mengandung
prinsip keadilan, Islam kemudian mengadopsi kebiasaan tersebut dan menyusunnya
dalam kerangka hukum Islam. Para ulama dan ahli hukum Islam pun sepakat
mengenai keabsahan akad mudharabah (bagi hasil), karena akad ini dianggap sesuai
dengan kebutuhan dan manfaat yang dapat diberikan serta sejalan dengan ajaran dan
tujuan syariah. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pendapat di antara mazhab-
mazhab terkemuka, secara umum mereka sepakat mengenai prinsip dasar dan

ketentuan-ketentuan yang mengatur praktik bagi hasil ini dalam Islam.*

Masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha ayam dalam perjanjian
semacam ini adalah ketidakjelasan mengenai pembagian tanggung jawab dan risiko
antara pemilik modal dan pengelola usaha. Misalnya, dalam sebuah perjanjian tidak
tertulis, pengelola yang bertanggung jawab penuh terhadap perawatan ayam sering
kali terjebak dalam situasi di mana ayam sakit atau mati, namun biaya perawatan atau
pengobatan tidak diatur dengan jelas. Salah satu contoh spesifik adalah jika ayam
terserang penyakit flu burung yang memerlukan pengobatan intensif, pengelola harus
menanggung biaya yang tidak sedikit, sementara pemilik hanya menerima
keuntungan dari penjualan ayam. Jika harga ayam jatuh akibat kondisi pasar yang
fluktuatif, pengelola tetap harus menanggung biaya operasional seperti pakan, tenaga
kerja, dan obat-obatan, meskipun margin keuntungan semakin menipis. Di sisi lain,
jika terjadi kematian ayam dalam jumlah besar karena wabah penyakit atau kondisi
cuaca ekstrem, pengelola merasa tidak adil karena risiko tersebut tidak ditanggung
bersama oleh pemilik modal, meskipun kedua pihak mendapat keuntungan dari
penjualan ayam yang sehat. Ketidakjelasan dalam hal ini menyebabkan ketegangan

4K Lubis Ahmad Azhar Basyir, ‘Islamic Finance’, in Theory and Practice, 2011, h. 14-15.



yang sering berujung pada perselisinan, di mana pengelola merasa dirugikan,
terutama jika biaya tambahan untuk mengatasi penyakit ayam atau meningkatkan

kualitas pakan tidak diakomodasi dalam perjanjian awal yang tidak tertulis.’

Selain itu, ketidakjelasan dalam perjanjian ini juga sering menimbulkan
kebingungan terkait dengan alokasi hasil panen jika terjadi kegagalan dalam usaha,
seperti ayam yang terkena penyakit atau kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang
drastis. Misalnya, pengelola mungkin merasa dirugikan jika pemilik modal hanya
menganggap kerugian sebagai bagian dari risiko usaha yang harus ditanggung oleh
pengelola, padahal pengelola sudah berupaya maksimal dalam merawat dan menjaga
ayam. Sebaliknya, pemilik modal cenderung merasa bahwa risiko tersebut tidak
seharusnya ditanggung oleh mereka, mengingat mereka hanya memberikan modal
tanpa terlibat langsung dalam operasional harian. Ketidakseimbangan pemahaman
tentang pembagian keuntungan dan kerugian ini sering kali menyebabkan perasaan
tidak adil di pihak pengelola, yang merasa harus menanggung beban lebih berat

daripada yang seharusnya sesuai dengan peran masing-masing.

Berdasarkan permasalahan ini tentu harus dikaji kembali sejauh mana praktik
bagi hasil yang diterapkan di Desa Labolong Selatan, Kecamatan Mattirosompe
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta bagaimana cara untuk
memperbaiki dan mengoptimalkan praktik tersebut agar lebih adil dan sesuai dengan
aturan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi
peningkatan kesejahteraan peternak dan meciptakan praktik yang lebih transaparan,

berkelanjutan, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

S. A. Rosly, ‘Islamic Banking and Finance A Practical Perspective’, Journal of Islamic
Banking and Finance, (2014), h. 24-25.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di labolong,
Kecamatan mattiro sompe?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil

usaha ternak ayam di Labolong Kecamatan mattiro sompe?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di labolong,
Kecamatan mattiro sompe.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi
hasil usaha ternak ayam di Labolong Kecamatan mattiro sompe.
D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat teoritas
Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai bahan informasi dan
pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan
I[Imu Hukum Islam mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap konsep bagi
hasil usaha ternak ayam di Labolong kecamatan Mattiro Sompe

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang
pengetahuan tentang ternak khususnya pada pihak yang bekerja sama dengan bagi
hasil usaha ternak ayam agar dalam menjalankan usaha tersebut dapat memperhatikan

syariat islam dan keadilan sesama.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Releven

Hasil penenlitian yang dilakukan oleh Suryana Agus Nasrudin dengan judul
“Analisis Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pada bisnis
peternakan ayam Broiler (Studi di Mitra Peternakan Desa Sukomoro, Kecamatan
Sukomoro, Kabupaten Magetan)”. Hasil penelitian menunjukkan praktik pembagian
hasil pada usaha peternakan ayam Broiler di Desa Sukomoro, Kerjasama Bagi Hasil,
Ekonomi Syariah, dan Bisnis Peternakan Ayam. Islam sebagai agama mempunyai
peran yang penting dalam kehidupan manusia karena Islam memperhatikan semua
aspek kehidupan, baik yang bersifat individu maupun sosial. Islam diatur oleh hukum
yang komprehensif dan realistis, termasuk dalam bidang keuangan dan bisnis. Oleh
karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis dan keuangan dilakukan
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang adil, transparan, dan beretika. Dalam
praktik kerjasama bagi hasil, konsep muamalah menjadi penting, yang menuntut
penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis,
baik perusahaan inti, peternak plasma, maupun pihak lainnya. Dalam hal ini, praktik
kerjasama bagi hasil harus memenuhi rukun dan syarat yang dilakukan dengan adil,
tidak merugikan pihak lain, serta memperhatikan kesetaraan dan saling
menguntungkan. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan
melakukan wawancara mendalam dengan peternak ayam broiler yang telah

menerapkan praktik kerjasama bagi hasil. Data yang diperoleh kemudian dianalisis.

Berdasrkan kajian dari penelitian ini penulis memaparkan persamaan dan

perbedaan dari penelitian di atas, persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada



pada objek tentang praktik bagi hasil, sedangkan perbedaan penelitiaan di atas dengan
penelitiaan yang akan diteliti terletak pada objek tempat, penelitian di atas terletak
pada Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, sedangkan

penelitian penulis pada Desa Labolong Kecamatan Mattiro Sompe.°

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman A (2020). Judul penelitian
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak
(Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur)”. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan bagi hasil ternak di Desa Sukadana Jaya
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya menggunakan
praktik kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat
menyurat dan saksi dari aparat desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan
terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola
untuk hewan ternak. Hewan ternak ayam maupun kambing dalam bagi hasilnya yaitu
ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung dimiliki oleh

pengelola tanpa dibagi.

Dari hasil penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun
persamaan yaitu dalam Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah dalam
pemeliharaan hewan ternak, harus memenuhi prinsip keadilan, dan transparansi dan
kerja sama yang baik. sedangkan perbedaan Perbedaan antara penelitian ini dan
penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih
menitikberatkan pada dampak ekonomi dan manajemen dari penerapan praktik bagi

hasil, seperti bagaimana praktik tersebut mempengaruhi keuntungan dan pengelolaan

® Suryana Agus Nasrudin, ‘Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Bagi
Hasil Pada Bisnis Peternakan Ayam Broiler (Studi Di Mitra Peternakan Desa Sukomoro, Kecamatan
Sukomoro, Kabupaten Magetan)’, (2023), h. 32-34.



usaha. Sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada aspek hukum Islam,
yaitu bagaimana praktik bagi hasil sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
dalam agama Islam. Jadi, penelitian ini melihat praktik bisnis dan pengaruh
ekonominya, sementara penelitian terdahulu lebih banyak membahas kesesuaian

hukum syariah dalam praktik tersebut.”’

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfian Aziddin, Darnilawati, dan
Alchudri Munir dengan judul “Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam
Pedaging Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah” hasil penelitian ini
menunjukkan kerjasama yang dilakukan bakul inti dan plasma menggunakan konsep
syirkah ‘inan yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua
pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara
mereka. Akan tetapi porsi dari masing-masing pihak dalam dana maupun kerja atau
bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan sebesar
harga kontrak dan jika harga jual diatas harga kontrak maka bagi hasil akan didapat

30%:70%.

Berdasrkan kajian dari penelitian ini penulis memaparkan persamaan dan
perbedaan dari penenlitian di atas, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama
mengunakan konsep syirkah ‘inan yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau
lebih. Perbedaan penelitiaan ini dengan penelitian terdahulu yaitu setiap pihak
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua

pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara

" Abdurrahman A, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan
Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)’,
(2020), h. 33-35.



mereka. Sedangkan penelitian penulis dalam praktik ini, perusahaan berperan sebagai
"inti" yang menyediakan seluruh sarana produksi, seperti bibit ayam, dan pakan
ternak, sementara peternak bertanggung jawab atas penyediaan kandang, peralatan
kandang, serta tenaga kerja.?
B. Tinjauan Teori
1. Teori Keadilan Ekonomi

a. Pengertian Teori Keadilan Ekonomi

Teori keadilan ekonomi adalah sebuah konsep yang berfokus pada prinsip-
prinsip distribusi yang adil dan merata dalam ekonomi, dengan tujuan untuk
memastikan bahwa keuntungan, sumber daya, dan risiko dibagi secara seimbang
antara semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau usaha. Teori ini
berpendapat bahwa ekonomi harus dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan
bersama, bukan hanya keuntungan individu, sehingga menghindari ketimpangan atau
eksploitasi satu pihak oleh pihak lain. Dalam konteks usaha bagi hasil, teori keadilan
ekonomi menekankan bahwa pengelola dan pemilik modal harus mendapatkan bagian
yang adil dari hasil usaha, sesuai dengan kontribusi, tanggung jawab, dan risiko yang
mereka tanggung. Pembagian yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan,
ketegangan, atau bahkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang lebih lemah,
dalam hal ini pengelola usaha, yang mungkin harus menanggung risiko lebih besar

tanpa mendapatkan kompensasi yang setara.”.

& Mudir A azidin, A, Damilawati, D., ‘Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam
Pedagang Di Desa Kijang Rejo Menurut Ekonomi Syariah’, (2024), h. 76-78.

¥ Muhammad Akram Khan, ‘Islamic Economics’: in A Critical Analysis (Springe, 2024), h.
98-115.
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b. Dasar Hukum Keadilan Ekonomi

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, dasar hukum untuk mencapai
keadilan ekonomi tidak hanya ditemukan dalam teks-teks klasik seperti Al-Qur'an
dan Hadis, tetapi juga dalam kesepakatan ulama (Ijma’) dan analisis hukum melalui
giyas. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar mengenai keadilan dalam muamalah dan
larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti riba dan penipuan. Hadis
memperinci ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pada transaksi yang
transparan dan adil. Ijma’, sebagai konsensus para ulama, memperkuat penerapan
prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi kontemporer, sedangkan giyas
memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap situasi baru yang tidak
dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Secara keseluruhan, dasar-dasar
hukum ini membentuk kerangka yang memastikan bahwa setiap praktik ekonomi
dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, yang
menjadi landasan dalam implementasi praktik ekonomi syariah.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan
konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

a) Al-Qur“an

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum dalam Islam dan menjadi pedoman
bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam masalah ekonomi dan keadilan.
Beberapa ayat yang mendasari prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Allah

berfirman dalam QS. Al-Bagarah (2:275).
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Terjemahnya:

“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana sentuhan (gila). Yang
demikian itu adalah kerana mereka berkata: ‘Sesungguhnya jual beli itu sama
dengan riba'. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.”

Berdasarkan ayat di atas, Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi
harus adil, dan riba (bunga) dilarang karena dapat menciptakan ketidakadilan,
terutama bagi pihak yang lebih lemah. Islam mengharuskan adanya transaksi yang

saling menguntungkan, bukan yang merugikan satu pihak.
b) Hadis dan Sunnah

hadis-hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang
sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hukum
ekonomi syariah, terutama terkait dengan praktik-praktik bisnis dan transaksi
ekonomi seperti praktik bagi hasil. Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi
syariah adalah keadilan dalam setiap bentuk muamalah (hubungan ekonomi), yang

tercermin dalam pembagian keuntungan yang adil antara para pihak yang terlibat.

As-Sunnah atau yang sering disebut Al-Hadits memiliki pengertian yang
serupa, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu
ucapan, perbuatan, maupun persetujuannya (tagrir). Meskipun terdapat perbedaan
yang sangat kecil, As-sunnah lebih merujuk pada segala hal yang disandarkan
langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sementara Al-Hadits mencakup juga apa
yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah menjadi sumber hukum
kedua setelah Al-Qur'an, dengan dasar pokok yang kuat sebagai pedoman dalam

menetapkan hukum,sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.An-Nisa/4:59.
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Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)...”°

C) Ijma

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum setelah
Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam konteks ekonomi, ijma’ para ulama bersepakat
bahwa pembagian keuntungan atau bagi hasil yang adil adalah sesuai dengan prinsip

syariah, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis.*
c. Tujuan Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil

Dalam konteks praktik bagi hasil (seperti yang diterapkan dalam usaha ternak
ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe), tujuan utama dari penerapan prinsip
keadilan ekonomi adalah untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dan
kerugian antara para pihak yang terlibat dilakukan secara adil, proporsional, dan
berdasarkan kesepakatan yang jelas. Berikut adalah beberapa tujuan keadilan dalam

praktik bagi hasil:
1. Menjamin Pembagian Keuntungan yang Adil

Salah satu tujuan utama dalam praktik bagi hasil adalah memastikan bahwa
keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi secara adil dan proporsional
sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam hal ini, jika ada pihak yang

menyumbangkan modal atau tenaga, maka pembagian keuntungan harus disesuaikan

10 Kementrian agama republik Indonesia, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahnya’ (Al-Qur’an, 2019),
h. 79.
1 Abdul Wahab, ‘Figh Ushul: Dasar-Dasar Hukum Islam’ (Rajawali Press, 2017), h. 35-38.
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dengan kesepakatan awal, tanpa ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan
prinsip syariah yang mengharuskan adanya keadilan dalam pembagian hasil.

2. Memastikan Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha menjadi tujuan yang sangat penting dalam praktik bagi
hasil. Dalam praktik ini, karena pembagian hasil yang adil dan transparan, hubungan
antara pihak-pihak yang terlibat cenderung lebih harmonis dan berkelanjutan.
Kepercayaan yang terbangun antara pemodal dan pengelola usaha memungkinkan
mereka untuk bekerja sama dalam jangka panjang, sehingga usaha tersebut dapat
terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

3. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Praktik bagi hasil juga berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu atau
kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pembagian hasil yang adil
mendorong keterlibatan masyarakat dalam perekonomian yang lebih inklusif,
sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan
meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

d. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti.
Berikut adalah prinsip-prinsip utama tersebut:

a. Prinsip Keadilan (Adil)

Pembagian keuntungan yang adil tanpa ada unsur ketidaksetaraan antara
pemilik modal dan pengelola usaha.

b. Prinsip Keterbukaan



14

Semua pihak terlibat dalam usaha ternak ayam yang harus memiliki
pemahaman yang sama terkait dengan pembagian hasil,biaya,dan resiko.
c. Prinsip resiko bersama

Dalam praktik bagi hasil, baik pemilik modal maupun pengelola usaha

memiliki risiko yang sebanding dengan bagi hasil yang mereka terima.*?

e. Karakteristik Keadilan Ekonomi
Teori keadilan ekonomi dalam Islam memiliki beberapa karakteristik yang
sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai transaksi ekonomi,
termasuk dalam praktik bagi hasil. Karakteristik-karakteristik ini bertujuan
untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat
dalam aktivitas ekonomi mendapatkan bagian yang adil dan sesuai dengan
kontribusinya, tanpa adanya ketimpangan yang merugikan satu pihak.
Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari teori keadilan ekonomi
dalam praktik bagi hasil menurut hukum Islam:

1) Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban
Teori keadilan ekonomi mengutamakan keseimbangan yang adil antara
hak dan kewajiban setiap pihak. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi
ekonomi memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan
kontribusinya, dan memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik
dalam usaha atau modal yang mereka tanamkan. Dalam praktik bagi hasil,
hal ini berarti bahwa pemilik modal berhak menerima bagian dari

keuntungan sesuai dengan besaran modal yang diberikan, sementara

2 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Slamic Banking and Finance: The Concept, the Practice,
and the Future (Palgrave macmillan, 2014), h. 57-59.
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pengelola usaha berhak mendapatkan bagiannya berdasarkan usaha dan
kerja kerasnya.
Transparansi dalam Pembagian Hasil
Karakteristik penting lainnya adalah transparansi. Dalam praktik bagi hasil,
pembagian keuntungan dan kerugian harus jelas dan transparan sejak awal,
agar semua pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka.
Ini mencegah adanya ketidakjelasan yang dapat menyebabkan ketidakadilan
atau sengketa di kemudian hari. Islam mengajarkan pentingnya kejelasan
dalam setiap transaksi, agar tidak ada pihak yang merasa ditipu atau
dirugikan.
Menghindari Riba dan Praktik Ekonomi yang Merugikan
Teori keadilan ekonomi dalam Islam sangat menekankan pada penghindaran
riba (bunga) dan bentuk praktik ekonomi lainnya yang dapat menyebabkan
eksploitasi atau ketidakadilan. Riba dilarang dalam Islam karena dapat
menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan merugikan pihak
yang lebih lemah. Oleh karena itu, dalam praktik bagi hasil, keuntungan harus
diperoleh secara adil dan berdasarkan pembagian hasil yang proporsional,
tanpa adanya unsur riba atau eksploitasi.Negara diberi wewenang untuk
campur tangan dalam perekonomian

Penghormatan terhadap Kebutuhan Dasar Setiap Individu

Teori keadilan ekonomi juga mengedepankan prinsip bahwa setiap individu

memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam ekonomi syariah,

pembagian hasil tidak hanya berdasarkan kontribusi modal dan usaha, tetapi juga

memperhatikan bagaimana hasil usaha dapat membantu meningkatkan



16

kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Keberhasilan dalam ekonomi bukan

hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat secara merata.

5)

6)

7)

Pemberdayaan dan Kesetaraan Peluang

Keadilan ekonomi dalam Islam juga mencakup pemberdayaan ekonomi.
Setiap individu, tanpa melihat latar belakangnya, harus memiliki kesempatan
yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktik bagi
hasil, ini berarti bahwa baik pemilik modal maupun pengelola usaha memiliki
peluang yang setara dalam mendapatkan keuntungan, dan tidak ada
diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan status atau posisi mereka.
Pembagian keuntungan harus mencerminkan kesetaraan dan kesetaraan
peluang dalam berusaha.

Kewajiban untuk Berbagi dan Saling Membantu

Islam mengajarkan prinsip saling membantu dan berbagi hasil dalam
perekonomian. Dalam teori keadilan ekonomi, setiap pihak yang memperoleh
keuntungan harus disarankan untuk berbagi sebagian dari kekayaan mereka
kepada mereka yang membutuhkan, melalui zakat, infak, atau sedekah.
Dengan demikian, meskipun seseorang memperoleh keuntungan dari usaha
atau bisnis, dia juga diingatkan untuk memberikan kembali sebagian dari
keuntungan tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk
menciptakan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Berorientasi pada Kesejahteraan Sosial

Karakteristik lain dari teori keadilan ekonomi dalam Islam adalah orientasinya

pada kesejahteraan sosial. Prinsip ekonomi syariah tidak hanya
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mengutamakan keuntungan individu, tetapi juga menekankan pada
kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Oleh karena itu, dalam praktik
bagi hasil, keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk memperkaya
individu atau kelompok tertentu, tetapi juga harus memberi dampak positif
bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembagian hasil harus
memperhatikan bagaimana usaha atau bisnis tersebut berkontribusi terhadap
kemakmuran sosial.

8) Mengutamakan Keadilan Prosedural
Teori keadilan ekonomi dalam Islam juga mengutamakan keadilan prosedural
dalam setiap transaksi ekonomi. Artinya, setiap proses pengambilan
keputusan dalam transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil,
transparan, dan terbuka. Semua pihak yang terlibat harus memiliki
kesempatan untuk memberikan masukan atau pandangannya mengenai
kesepakatan yang dibuat, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh
semua pihak.
2. Mudharabah

a. Pengertian mudhrabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan.
Makna dari "memukul™ atau "berjalan™ ini menggambarkan proses seseorang yang
bergerak atau melangkah dengan menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah
adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul

mal) menyediakan modal, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha.

¥ Abd Latif, ‘Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam’, Jurnal Ekonomi Islam,
10.2 (2024), h. 162.
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Keuntungan yang diperoleh dari usaha mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan
yang tercantum dalam kontrak, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik
modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, yang

dalam hal ini pengelola harus bertanggung jawab.™

Dalam istilah mudharabah, kontrak antara pemilik modal (sakib al-mal) dan
pengguna dana (mudarib) digunakan untuk kegiatan produktif, di mana keuntungan
dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak.
Jika terjadi kerugian, pemilik modal tidak dapat mengganggu atau menyalahkan
pengelola dalam menjalankan usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh
kelalaian pengelola. Para ulama memberikan berbagai pandangan mengenai

mudharabah sebagai berikut :

1) Wahba Al-Zuhaily menyatakan bahwa mudharabah adalah memberikan
harta kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan,
yang artinya akad ini bertujuan untuk menyerahkan harta kepada pihak
lain untuk dikelola dengan cara yang disepakati.

2) Umar bin Khatab mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk usaha
antara dua pihak, di mana satu pihak berinvestasi dan pihak lainnya
bekerja menjalankan usaha, dan keduanya akan membagi keuntungan
serta kerugian sesuai dengan kesepakatan.

3) Menurut para fugaha, mudharabah adalah perjanjian di mana dua pihak

menyerahkan harta mereka kepada pihak lain untuk diperdagangkan,

¥ Muhadjir Suni, ‘Analisis Perhitungan Hasil Mudharabah Tabung Pada (Studi Kasus)
PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar’’, 14.2 (2022), h.
97-106.
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dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati, seperti setengah
atau sepertiga dari hasil keuntungan.

4) Malikiyah menganggap mudharabah sebagai akad perwakilan, di mana
pemilik harta memberikan izin kepada pihak lain  untuk
memperdagangkan hartanya dengan pembayaran tertentu sebagai
imbalan.

5) Imam Hanbali berpendapat bahwa mudharabah mirip dengan penyerahan
sebagian harta pemilik kepada orang yang akan berdagang, dengan
pembagian keuntungan yang telah disepakati.

6) Menurut ulama Syafi'iyah, mudharabah adalah perjanjian di mana
seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan
atau dikelola.

7) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata menyatakan
bahwa mudharabah terjadi ketika seseorang memberikan hartanya kepada
orang lain untuk dikelola sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

8) Sayyid Sabig menjelaskan bahwa mudharabah adalah perjanjian antara
dua pihak untuk menginvestasikan uang dalam perdagangan, dengan
keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.*

9) Imam Tagiyuddin mendefinisikan mudharabah sebagai perjanjian

keuangan yang dilakukan dengan tujuan untuk dikelola melalui

perdagangan.

5 Ani Widayatsari, ‘Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak
Ketiga Bank Syariah’, Ekonomi: Journal of Economic and Islamic Law, 3.1 (2023), h. 12.
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Terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Jumhur ulama
mengenai rukun akad mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun
utama akad mudharabah adalah ljab dan Qabul (penawaran dan penerimaan).
Sementara itu, Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad mudharabah meliputi
orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad itu sendiri. Dengan
demikian, pendapat Jumhur lebih luas, mencakup elemen-elemen tambahan selain

ljab dan Qabul seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.
Syarat-syarat sahnya akad mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

a. Modal atau barang yang diserahkan harus berbentuk tunai. Jika barang
tersebut berupa emas atau perak batangan (tabar), emas biasa, atau barang

dagangan lainnya, maka akad mudharabah menjadi batal.

(o3

. Para pihak yang terlibat dalam akad harus mampu melakukan tasharruf
(tindakan hukum), sehingga akad menjadi batal jika dilakukan oleh anak-
anak yang masih kecil, orang gila, atau mereka yang berada di bawah
pengampunan.

c. Modal yang diserahkan harus jelas dan dapat dibedakan antara modal
yang digunakan untuk perdagangan dan keuntungan yang akan dibagi
antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian.

d. Persentase keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak
harus jelas, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.

e. Melafazkan akad harus bersifat mutlak, artinya pemilik modal tidak

boleh mengikat pengelola untuk melakukan perdagangan hanya di negara

tertentu, menjual barang tertentu, atau hanya pada waktu tertentu.

Ketentuan yang terlalu membatasi bisa merusak tujuan akad mudharabah,
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yaitu memperoleh keuntungan. Jika dalam mudharabah terdapat
persyaratan yang mengikat, maka akad tersebut dianggap rusak (fasid)
menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik, namun menurut Abu Hanifah
dan Ahmad Ibn Hanbal, akad mudharabah tetap sah.*®
b. Dasar Hukum Mudharabah
a. Al-Qur’an dan Hadis

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal)
dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan,
sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari
pengelola. Dasar hukum mudharabah dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Sunnah,
dan Ijma’ ulama. Al-Qur'an Surat Al-Muzzammil ayat 20:

o1 8 e 858855 2T 3 550 5

Terjemahnya: "Dan mereka yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah."*

Terdapat beberapa hadis yang sering dikaitkan dengan

mudharabah, namun sebagian ulama menilai derajatnya lemah (dha'if). Salah
satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib: "Nabi
bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai,
mugaradhah (mudharabah). Praktik mudharabah telah dikenal dan diterima sejak
masa Nabi Muhammad SAW, dan diakui melalui ijma’ (kesepakatan) ulama sebagai

akad yang dibolehkan dalam Islam. Meskipun dasar hukum mudharabah dalam hadis

6 Rahmad Ambo Masse, ‘Konsep Mudharabah Antara Kajian Figh Dan Penerapan
Perbankan’, Jurnal Hukum Diktum, 8.1 (2020), h. 79.

7 Kementrian agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Lajnah Pentashihan
Al-Qur’an, 2019), h. 574.
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memiliki kelemahan, praktik ini tetap diakui dan dibenarkan dalam Islam berdasarkan

dalil Al-Qur'an dan ijma’ ulama.
Yy lals 4 055 Y5 dhan 4 Ala ¥ palia Lo Bl £lias Yia &85 1) cthaall e () Gualdl g8
o150) 638l s ae fol im0 5 ) A3 08 el eb Jad (8 o)y a8 B3 ay g i

[111(0oke O o= Lo ¥ 8 () yalal)

Terjemahnya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli
hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus
menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas
itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani
dari Ibnu Abbas).*®

Pada Hadis ini, terjadi praktek mudharabah mugayyadah, yaitu bentuk kerja
sama antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana
shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi
Islam modern, jenis mudharabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-
batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian

seperti sudah dijelaskan pada jenis-jenis mudharabah.
b. Ijma

Para ulama berpendapat bahwa praktik mudharabah diterima karena
dilaksanakan oleh para sahabat, dan tidak ada sahabat lain yang membantahnya.
Bahkan, terdapat contoh mudharabah yang melibatkan harta anak yatim. Oleh karena
itu, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan praktik yang dilakukan oleh para
sahabat, para ulama figh menyepakati bahwa akad mudharabah adalah sah dan

diterima dalam Islam.

'8 (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).
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c. Qiyas
Mudharabah dapat digiyaskan sebagai bentuk interaksi sosial antar sesama
manusia. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak
dengan pihak lain untuk meningkatkan taraf perekonomian dan memenuhi kebutuhan
hidup atau keperluan lainnya sangatlah penting. Faktanya, sebagian orang memiliki
modal, namun tidak dapat menjalankan usaha produktif sendiri, tetapi memiliki
keinginan untuk membantu orang lain yang kurang mampu dengan cara memberikan

sebagian modalnya kepada pihak yang membutuhkan, agar usaha dapat dijalankan

dengan lebih baik.*®

c. Prisip-prinsip Mudharabah
a. Prinsip pembagian keuntungan dalam akad mudharabah berfokus pada
pembagian laba yang adil antara shahibul maal (pemilik modal) dan
mudharib (pengelola usaha). Dalam akad mudharabah, keuntungan yang
diperoleh dari usaha harus dibagi sesuai dengan proporsi yang telah
disepakati sebelumnya dan secara eksplisit dicantumkan dalam perjanjian
akad. Pembagian ini harus adil dan transparan, sesuai dengan ketentuan yang

disetujui oleh kedua pihak.
Namun, pembagian laba tidak dapat dilakukan sebelum kerugian yang ada
ditutup dan ekuitas shahibul maal (modal pemilik) sepenuhnya dikembalikan.
Artinya, apabila terdapat kerugian dalam usaha, kerugian tersebut harus
ditanggung terlebih dahulu, dan pemilik modal harus mendapatkan kembali

modalnya sebelum keuntungan dapat dibagi. Dengan demikian, prinsip

9 Meuthiya Athifa Arfin Mahmudatus Sa’diyah, ‘“Mudharabahah Dalam Figh Dan Perbankan
Syariah’, Jurnal, 1.2 (2023), h. 309.
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keadilan dalam akad mudharabah mengharuskan agar kerugian terlebih
dahulu dilunasi sebelum laba dibagikan antara kedua pihak. Dalam akad
mudarabah, mudarib (pengelola usaha) tidak diperbolehkan memberikan
barang atau melakukan transaksi yang melebihi jumlah modal yang diberikan
oleh shahib al-mal (pemilik modal), baik itu dalam bentuk tunai maupun
secara kredit (tempo). Artinya, mudarib hanya boleh mengelola modal sesuai
dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian mudarabah. Jika
mudarib melakukan transaksi yang melebihi modal yang diberikan
kepadanya, maka kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab mudarib
sendiri.

Hal ini untuk memastikan bahwa modal yang diberikan oleh shahib al-mal
digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan tidak ada
penyalahgunaan atau risiko yang tidak sejalan dengan ketentuan akad.
Dengan kata lain, mudarib tidak dapat menggunakan lebih banyak modal
daripada yang telah diberikan oleh pemiliknya, dan ia menanggung
sepenuhnya risiko dari penggunaan modal yang melebihi ketentuan tersebut.
. Prinsip pembagian kerugian dalam akad mudharabah mencerminkan sifat
lost and profit sharing yang adil dan seimbang. Dalam mudharabah, kerugian
finansial seluruhnya ditanggung oleh shahib al-mal (pemilik modal), kecuali
ada bukti yang menunjukkan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh
kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pihak mudarib (pengelola usaha).
Artinya, jika kerugian terjadi karena tindakan yang tidak sesuai dengan
ketentuan atau karena kelalaian pengelola, maka mudarib dapat dianggap

bertanggung jawab untuk menanggung sebagian kerugian tersebut.
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Namun, mudarib tetap menanggung kerugian non-finansial, yang meliputi
waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah dikeluarkan dalam usaha. Ini
berarti bahwa meskipun mudarib tidak menanggung kerugian finansial, ia
tetap harus menerima kenyataan bahwa kerja keras dan usaha yang
dilakukannya tidak selalu menghasilkan keuntungan, dan ia tidak boleh
menuntut imbalan apa pun atas jerih payahnya jika usaha tersebut gagal.

Prinsip ini menekankan keadilan, di mana shahib al-mal menanggung risiko
finansial (modal), sementara mudarib menanggung biaya non-finansial
berupa usaha dan waktu yang telah diberikan dalam pengelolaan usaha.

d. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah

muthlagah dan mudharabah mugayyadah.
a. Mudharabah Muthlagah (Mutlak)

Mudharabah muthlagah adalah bentuk perjanjian di mana pemilik modal
menyerahkan uang atau modal kepada pengusaha tanpa memberikan batasan atau
ketentuan tertentu mengenai cara pengelolaannya. Sebagai contoh, pemilik modal
hanya mengatakan, "saya serahkan uang ini kepada kamu untuk dikelola, dan laba
yang dihasilkan akan dibagi antara kita sesuai kesepakatan, misalnya setengah-

setengah atau sepertiga.”

Meskipun mudharabahnya bersifat mutlak, ada beberapa hal yang tetap tidak

boleh dilakukan oleh mudharib (pengelola modal), yaitu:

1. Mudharib tidak bolen melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan

pemilik modal, seperti memberikan utang dari modal mudharabah. Jika tindakan ini
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dilakukan tanpa izin, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari

mudharib, bukan tanggung jawab modal mudarabah.

2. Mudharib tidak boleh memberikan barang untuk girad (perjanjian investasi)
yang melebihi jumlah modal mudarabah, baik dalam bentuk tunai maupun tempo.
Dalam hal ini, mudharib akan menanggung kerugian dari kelebihan tersebut dengan

hartanya sendiri.
b. Mudharabah Mugayyadah (Terikat)

Mudharabah mugayyadah adalah perjanjian mudharabah di mana pemilik
modal memberikan batasan atau ketentuan tertentu dalam pengelolaan modal, seperti
harus berbisnis di daerah tertentu, menjual barang jenis tertentu, atau membeli barang

dari sumber atau pihak tertentu.

Menurut ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad, memberikan batasan seperti ini
diperbolehkan. Namun, menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah, batasan-batasan
semacam ini tidak diperbolehkan dalam mudharabah, karena mereka berpendapat
bahwa mudharabah seharusnya dilakukan tanpa adanya batasan yang mengikat

kegiatan pengelolaan modal.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua jenis mudharabah ini
terletak pada tingkat kebebasan dalam pengelolaan modal. Mudharabah muthlagah
memberikan kebebasan penuh kepada mudharib untuk mengelola modal, sementara
mudharabah mugayyadah membatasi ruang lingkup pengelolaan modal sesuai dengan

ketentuan yang telah disepakati.?’

0 Tjo Saputra, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma
Barat Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
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c. Manfaat Mudharabah

Dalam melakukan kerja sama menggunakan akad mudharabah, sangat
diupayakan untuk mengembangkan perekonomian. Manfaat mudharabah dapat
dirasakan oleh pengelola dan pemilik modal secara adil. Mudharabah memiliki
manfaat yang meliputi:

1. Bagi Mudharib

a) Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang maupun ayam
dalam mencari pekerjaan sampingan. Mudharib cukup memiliki keterampilan
dalam memelihara ayam dan dapat menguasai peluang pasar, tanpa harus
memiliki modal.

b) Mudharib dapat merasakan hasil dari kerja keras yang selama ini ia
lakukan dalam merawat ayam. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan
setelah pengelola membuka usahanya, sehingga pengelola tidak menanggung
beban tetap di awal.

¢) Mudharib lebih terpacu untuk berusaha. Pemilik modal akan memberikan
kepercayaannya secara penuh kepada pengelola untuk mengembangkan usaha
ayam. Pemilik modal hanya akan mendapatkan laporan terkait perkembangan
ayam yang dikelola.

d) Mudharib tidak perlu membayar ganti rugi jika usahanya mengalami
kerugian. Bagi hasil hanya akan dibayarkan jika metode perhitungan yang
digunakan menggunakan pendekatan untung rugi. Jika usahanya mengalami

kerugian, maka mudharib tidak perlu membayar ganti rugi.
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2. Bagi Sahibul Maal
a) Pemilik modal dapat menikmati pendapatan bagi hasil dari modal yang dia
berikan seiring dengan meningkatnya pendapatan pengelola ayam.
b) Pemilik modal tidak perlu ikut memelihara ayam hingga ayam tersebut siap
untuk dijual atau lelang.?
e. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya yang ditanggung oleh mudarib dalam menjalankan usaha mudarabah
biasanya diambil dari hartanya sendiri, terutama jika ia berada di lingkungan atau
daerah asalnya. Begitu juga jika ia melakukan perjalanan untuk kepentingan
mudarabah, biaya perjalanan tersebut harus ditanggung oleh mudarib dari hartanya
sendiri. Namun, biaya mudarabah yang timbul dapat diambil dari keuntungan, karena
mungkin saja biaya tersebut setara dengan atau bahkan lebih besar daripada
keuntungan yang diperoleh.

Jika pemilik modal (shahibul maal) mengizinkan pengelola (mudarib) untuk
menggunakan modal mudarabah untuk keperluan pribadinya selama perjalanan, atau
jika penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka mudarib diperbolehkan
untuk menggunakan modal mudarabah. Imam Malik berpendapat bahwa biaya
tambahan atau pengeluaran hanya boleh dibebankan kepada pemilik modal apabila
modal yang ada cukup besar, sehingga masih memungkinkan untuk mendatangkan
keuntungan yang lebih besar di kemudian hari.

3. Perspektif Maqashid Syariah terhadap Akad Bagi Hasil dalam Usaha

Peternakan Ayam

! Muhammad Sa’diyah dan Meuthiya Athifa, ‘Mudharabah Dalam Figh Dan Perbankan
Syariah’, EQUILIBRIUM, 1.2 (2023), h. 313-14.
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Dalam kajian hukum ekonomi syariah, maqgashid syariah atau tujuan utama
dari syariat Islam merupakan pilar penting dalam menilai keabsahan dan
kebermanfaatan suatu praktik ekonomi. Magashid syariah secara umum
mencakup lima hal pokok: menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs),
akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam
konteks akad bagi hasil usaha ternak ayam, kelima magashid ini dapat dijadikan
tolok ukur untuk memastikan bahwa bentuk kerja sama tersebut membawa
kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan (mafsadah).

Misalnya, hifzh al-mal mengharuskan adanya perlindungan terhadap harta
melalui akad yang sah dan transparan. Dalam praktik usaha ternak ayam yang
menggunakan sistem bagi hasil, jika tidak disertai akad yang jelas, maka dapat
menimbulkan kerugian sepihak yang bertentangan dengan prinsip magashid.
Hifzh al-nafs juga terancam bila pengelola harus menanggung beban kerja dan
risiko sepenuhnya, sedangkan pemilik modal lepas tangan ketika terjadi kerugian.
Dengan demikian, penerapan magashid syariah dalam praktik ini tidak hanya
bertujuan untuk memastikan keabsahan syariat, tetapi juga untuk membangun
hubungan kerja sama yang adil, manusiawi, dan seimbang. Prinsip-prinsip
magashid ini mendesak untuk dijadikan landasan etika dan hukum dalam
pelaksanaan akad kerja sama usaha, khususnya dalam bidang peternakan ayam
yang rentan risiko.

4. Etika Muamalah dalam Kerja Sama Ekonomi Syariah

Dalam konsep muamalah, etika atau akhlak memainkan peran penting dalam

menentukan keberkahan dan keberhasilan sebuah transaksi. Tidak cukup hanya

memenuhi rukun dan syarat sah akad secara fikih, tetapi juga harus memperhatikan
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nilai-nilai moral seperti kejujuran (shidq), tanggung jawab (amanah), dan keadilan
(‘adl). Etika ini menjadi penguat spiritual atas akad-akad muamalah yang
dijalankan dalam masyarakat.

Dalam kerja sama ternak ayam berbasis bagi hasil, etika muamalah
mengajarkan agar pemilik modal tidak menekan pengelola dengan syarat yang
memberatkan, serta pengelola juga tidak menyembunyikan hasil panen atau kondisi
ternak. Etika ini lahir dari semangat ta’awun (tolong-menolong) dan ishlah
(perbaikan) dalam Islam.

Etika muamalah juga menuntut adanya keterbukaan informasi dalam hal hasil
panen, biaya operasional, serta kondisi risiko. Dengan adanya komunikasi yang
jujur dan terbuka, maka kepercayaan akan tumbuh, dan usaha ternak dapat berjalan
dengan baik tanpa konflik.

Etika muamalah bukan sekadar pelengkap dalam transaksi ekonomi,
melainkan menjadi inti dari interaksi sosial yang Islami. Dalam konteks usaha
ternak ayam dengan sistem bagi hasil, etika ini sangat penting karena model kerja
sama tersebut melibatkan unsur kepercayaan, tanggung jawab, dan pembagian hasil
yang sensitif. Tanpa adanya landasan akhlak yang kuat, akad syariah yang
dilakukan secara sah sekalipun dapat menjadi sumber konflik, perselisihan, atau
ketimpangan dalam praktik.

Etika juga menuntut pemilik modal untuk bersikap adil, tidak bersikap
eksploitatif terhadap tenaga dan waktu yang dicurahkan oleh pengelola. Demikian
pula, pengelola diharapkan jujur dalam menyampaikan laporan kondisi ternak, hasil

panen, serta pengeluaran harian. Dalam syariat, keduanya memiliki tanggung jawab
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moral yang sama pentingnya, meskipun posisi mereka berbeda secara struktural.
Inilah bentuk nyata dari prinsip musawah (kesetaraan) dalam muamalah Islam.

Etika muamalah juga mencakup aspek husnuzhan (berprasangka baik) dan
tawagquf (menahan diri dari tuduhan atau pengambilan keputusan sepihak),
terutama ketika hasil panen tidak sesuai harapan. Dengan adanya komunikasi yang
baik, maka kecurigaan, ketidakpuasan, atau bahkan perpecahan dapat dihindari.
Nilai-nilai ini lahir dari ajaran Islam yang tidak hanya mengatur muamalah secara
hukum, tetapi juga memperhalus hubungan sosial dalam dunia usaha.

Lebih jauh lagi, dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi juga harus mengarah
pada keberkahan, bukan hanya keuntungan material. Oleh karena itu, nilai barakah
(keberkahan) menjadi indikator suksesnya akad. Barakah ini hanya akan hadir jika
setiap pihak menegakkan nilai etika dalam transaksi—yakni kejujuran, amanah,
tanggung jawab, dan keadilan.

Selain itu, dalam kerangka etika muamalah, terdapat prinsip tasharruf bil
maruf, yaitu melakukan transaksi dan kerja sama dengan cara-cara yang baik dan
sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan
syariah. Prinsip ini penting karena menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang
kontekstualisasi dalam pelaksanaan muamalah. Dalam praktik kerja sama
peternakan di desa seperti Labolong, penggunaan bahasa lokal, kebiasaan gotong
royong, serta kepercayaan lisan sering menjadi dasar kerja sama. Hal ini tidak
dilarang selama tetap menjunjung nilai adil, transparan, dan amanah.

Namun demikian, jika kebiasaan tersebut menimbulkan ketidakpastian
(gharar) atau menimbulkan potensi ketidakadilan, maka prinsip tasharruf bil ma ruf

mengharuskan adaptasi ke bentuk akad yang lebih jelas dan terstruktur, misalnya
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dengan membuat perjanjian tertulis yang disepakati bersama. Etika muamalah
mendorong transformasi ini bukan dengan paksaan, melainkan dengan pendekatan
edukatif dan partisipatif.

Dalam literatur klasik maupun kontemporer, para ulama menekankan bahwa
etika dalam muamalah adalah bain al-mu’amalah wa al-ibadah, yaitu jembatan
antara urusan dunia dan akhirat. Artinya, perilaku dalam transaksi ekonomi bukan
hanya berdampak sosial dan hukum, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban
di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, sikap jujur dan amanah bukan hanya alat
sukses duniawi, tetapi bagian dari identitas seorang muslim yang bertakwa.

Di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap ekonomi syariah,
penguatan etika muamalah menjadi kebutuhan utama. Bukan hanya regulasi dan
akad yang dibenahi, tetapi juga budaya kerja sama dan interaksi sosial di dalamnya.
Dalam konteks kerja sama usaha ternak ayam, penguatan ini bisa dilakukan melalui
pelatihan kewirausahaan syariah, edukasi muamalah untuk peternak dan pemodal,
serta pendampingan oleh tokoh masyarakat atau akademisi yang kompeten di
bidang ekonomi Islam.

C. Kerangka Konseptual
1. Hukum Ekonomi Syariah
Hukum Ekonomi Syariah adalah praktik hukum yang mengatur berbagai
kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini
meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian),
dan haram (barang atau jasa yang dilarang). Dalam konteks ekonomi syariah, seluruh
transaksi ekonomi harus memenuhi ketentuan moral dan etika yang sesuai dengan

ajaran Islam, seperti keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.
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2. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam konteks hukum ekonomi syariah merujuk pada pembagian
keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha atau investasi antara dua pihak atau
lebih, sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Praktik ini
mengutamakan keadilan dalam pembagian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Dalam usaha ternak ayam, misalnya, praktik bagi hasil dapat diterapkan di mana satu
pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha. Keuntungan dibagi
sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut
ditanggung berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Dalam praktik ini,
prinsip saling menguntungkan dan adil menjadi landasan utama, sehingga tidak ada
pihak yang dirugikan, sesuai dengan kaidah syariah.

3. Usaha Ternak Ayam

Usaha ternak ayam adalah jenis usaha yang bergerak di bidang peternakan,
khususnya pembudidayaan ayam untuk tujuan konsumsi (daging atau telur). Dalam
praktik ekonomi syariah, usaha ternak ayam harus memperhatikan aspek kehalalan,
baik dari segi makanan yang diberikan kepada ayam maupun proses bisnis yang
dijalankan. Usaha ini juga harus bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir, serta
mengedepankan keadilan dalam pengelolaan usaha. Dalam penerapan praktik bagi
hasil, peternak atau pengelola usaha ternak ayam bisa menjalin kemitraan dengan
pihak lain (misalnya investor) di mana masing-masing pihak memiliki hak dan
kewajiban yang jelas. Pembagian hasil antara pemodal dan pengelola usaha ternak
ayam harus sesuai dengan prinsip syariah, yakni mengutamakan keadilan, tidak ada

unsur eksploitasi, dan hasilnya harus halal.
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Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum ekonomi
syariah dalam praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro
Sompe, dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Praktik bagi hasil ini memungkinkan pembagian keuntungan antara pemodal dan
pengelola usaha secara proporsional dan transparan, dengan tetap memperhatikan
ketentuan syariah, seperti kehalalan produk dan penghindaran unsur-unsur haram.
Oleh karena itu, implementasi praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam tidak
hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendukung terciptanya

kemitraan yang saling menguntungkan dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.?

22 P3EI UII Yogyakarta, ‘Ekonomi Islam’ (Jakarta: Rajawali Press, 2022), h. 20-22.
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1. Hasil yang diterapkan di Labolong belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.
Beberapa permasalahan utama yang ditemukan meliputi tidak adanya akad tertulis,
pembagian tanggung jawab yang tidak proporsional, serta ketidaksepakatan dalam
pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kondisi ini berpotensi
menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kerja sama.

2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum memenuhi prinsip-
prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang menjadi dasar dalam akad
mudharabah maupun syirkah. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan berupa
penyusunan akad tertulis, pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang, dan
penerapan sistem bagi hasil yang adil dan transparan.




BAB Il1
METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah 1AIN
Parepare Tahun 2023 yang diterbitkanoleh IAIN Parepare Nusantara Press. Terdapat
beberapa metode penelitian yang di bahas dalam buku tersebut, seperti pendekatan
dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber
data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data
dan teknik analisis data.?® Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun
disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan

dalam sosilogi-sosiologi dan antropologi.
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research).Penelitian
lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang
dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.?*
Penelitian lapangan adalah turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan
yang akan diteliti. Peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan
wawancara dengan informan serta observasi langsung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.”®> Penelitian

2 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare (IAIN Parepare:
Nusantara Press, 2023), h.46.

24 Abdurrahman Fathoni, ‘Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi® (PT Rineka
Cipta, 2022), h. 96.

% Lexy Moleong, ‘Metodologi Penelitian Kualitatfi’ (Bandung: PT Remaja rosdakarya,
2021), h. 6.
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kualitatif yaitu suatuproses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada
metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada
pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata,
laporanterinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang

alami.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeksripsikan, mencatat, menganalisis, dan
menginterpretasikan mengenai permasalahan yang dihadapi tentang Analisis hukum
ekonomi syariah terhadap konsep bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong

kecamatan mattiro sompe.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Labolong Kecamatan Mattiro sompe.
2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.
C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memfokuskan kepada Analisis hukum ekonomi syariah

terhadap konsep bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong kecamatan mattiro sompe.
D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun
yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk
lainnya guna keperluan penelitian tersebut.?® Adapun sumber data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

% Joko Subagyo, ‘Metode Penelitian Dalam Teori Praktek’ (Rineka cipta, 2023), h. 87.
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1. Data Primer
Data primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari
informan yang terdiri dari pengusaha ayam potong dan pihak yang diajak kerja sama.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau
diperoleh dari sumber lain. Data sekunder umumnya berupa buku catatan atau
laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) seperti profil dan
dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh

dengan cara penelusuran arsip-arsip.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara
langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan
informasi mengenai suatu objek.?” Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang
sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam

suatu penelitian.

Adapun metode wawancara yang diguanakan ialah wawancara tidak
tersktruktur.Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas peneliti

%7 Subagyo.
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sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak
tergantung dari peneliti. peneliti sebagai pengemudi jawaban dari responden.?

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman
wawancara yang tidak terstruktur yang banyak digunakan dan lebih mudah
menanyakan serentetan pertanyaan dapat dijawab oleh narasumber, kemudian satu
per satu di perdalam dalam mengorek keterangan dan jawaban yang diperoleh bisa
meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja , praktikatis
mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya
sebagai pengamat independen.?® Observasi yang peneliti gunakanyaitu observasi
parisifasi pasif, artinya peneliti datang kelokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat
dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati. Dalam observasi
ini peneliti mengunakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta
mencatat semua feneomena yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun
dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang
pendapat, teori, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian
khususnya yang berkaitan dengan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap konsep

bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong kecamatan mattiro sompe.

28 Suharismi Arikunto, ‘Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik’ (Rineka cipta, 2021),
h. 270.
% Sugiono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif>, (2023), h. 34.
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b. Teknik Pengumpulan Data
Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu:

1. Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang
telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau
catatan adalah suatu kegiatan yang penting dalam pengolahan data

2. Verivikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan
sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.® Data yang sudah
diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriftif.

F. Uji Keabsahan Data
1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas berfungsi untuk: Pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian
rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; Kedua,
mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan
pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji
triangulasi data.Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data tersebut.®* Dalam penelitian ini yang digunakan
penulis adalah triangulasi melalui sumber. Triangulasi melalui sumber artinya
membandingkan hasil dari wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan
apa yang di katakan orang atau informan tentang situasi penelitian dengan hasil

perpanjangan keikutsertaan yang di lakukan oleh peneliti, membandingkan data

% Muhammad Teguh, ‘Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi’ (Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 2022), h. 137.

' Lexy J Meloang, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif® (Bandung: PT Remaja rosdakarya,
2021), h. 330.
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perspektif yang berbeda yaitu antara warga masyarakat biasa, tokoh masyarakat,
orang pemerintah atau bukan, dan tidak lupa untuk membandingkan hasil wawancara
dengan isi dokumen/arsip serta pelaksanaannya.®

2. Uji kepastian (comfirmability) data.

Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif
atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan,
pendapat, dan penemuan sesorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang,
barulah dikatakan objektif.*®

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur,
mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan
sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin
dijawab.**

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode
analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun
studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan

temanya.

%2 Meloang.
% Sgiyono, ‘Metode Penelitian Pendidikan’, (2020), h. 47.
% Wiratna Sujarweni, ‘Metode Penelitian Kualitatif® (Pustaka baru pers, 2024), h. 34.
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2. Penyajian Data
Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan data informasi yang tersusun
secara praktikatis, berbentuk diagram alur, urain naratif, tabel dan kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dimana data diarahkan agar
tersusun pola hubungan.
3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi
Miles dan Hubermen dalam rasyid mengumpulkan bahwa verifikasi data dan
penerikan kesimpulan adalah uapaya untuk mengartikan data yang ditampilkan
dengan melibatkan pemahaman penulis.Pengumpulan data pada tahap awal (studi
pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara apabila dilakukan verifikasi (penemuan
bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan

awal.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Ayam di Labolong, Kecamatan
Mattiro Sompe

Kerja sama antara pemilik modal dan peternak ayam di Desa Labolong
merupakan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang didasarkan atas kepercayaan
dan pengalaman turun-temurun. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil digunakan untuk
membagi keuntungan dari usaha ternak ayam. Namun, sistem ini masih bersifat
informal, tanpa perjanjian tertulis, dan tanpa mekanisme baku terkait pembagian
tanggung jawab dan risiko.

Mekanisme praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong,
Kecamatan Mattiro Sompe dilakukan dengan pembagian peran yang jelas, Pemilik
modal biasanya menyediakan anak ayam, pakan, dan kandang, sementara peternak
bertanggung jawab untuk merawat ayam hingga masa panen setelah ayam dijual,
hasilnya dibagi dua, Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak
ayam, menjelaskan bahwa :

“Biasanya begini, pemilik modal itu yang siapkan anak ayam, pakan,
sama kandang. Saya cuma rawat ayamnya sampai besar. Nanti kalau sudah
dijual, bagi dua hasilnya. Tapi kalau ada yang rugi, misalnya ayam banyak

yang mati, kadang saya yang harus tanggung. Tidak ada tertulismi itu, cuma
saling percaya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan
bahwa :

“Pemilik modal yang sediakan anak ayam dan pakan, saya cuma
rawat sampai panen. Setelah dijual, bagi dua. Tapi kalau ayam banyak yang
mati, saya juga yang harus tanggung rugi. Tidak ada hitam di atas putih,
cuma saling percaya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola usaha
ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, dapat disimpulkan bahwa

* Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
*® Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
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mekanisme praktik bagi hasil yang diterapkan dilakukan secara sederhana dan
berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Pemilik modal umumnya
menyediakan sarana utama seperti anak ayam, pakan, dan kandang, sementara
pengelola bertanggung jawab dalam proses perawatan hingga masa panen. Hasil
penjualan ayam kemudian dibagi dua secara merata (50:50) antara kedua belah
pihak.Namun, pembagian risiko dalam praktik ini belum mencerminkan prinsip
keadilan, karena dalam kondisi kerugian—seperti kematian ayam dalam jumlah
banyak pihak pengelola sering kali harus menanggung beban sendiri. Baik pemilik
modal maupun pengelola mengakui bahwa tidak adanya perjanjian tertulis dan
minimnya pemahaman terhadap konsep bagi hasil yang sesuai syariat menjadi
penyebab utama ketimpangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada
unsur kerja sama dan kepercayaan, praktik yang dijalankan belum sepenuhnya
memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan yang diajarkan dalam hukum
ekonomi syariah.

Sebagai upaya untuk mengetahui pola-pola kerja sama bagi hasil yang berlaku
dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Hasil wawancara
menunjukkan bahwa model bagi hasil yang diterapkan tidak bersifat tunggal,
melainkan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta kontribusi masing-
masing dalam usaha. Meskipun pembagian hasil 50:50 merupakan bentuk yang
paling umum, dalam beberapa kasus pembagian bisa berubah, misalnya menjadi
60:40, tergantung siapa yang menanggung lebih banyak biaya operasional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal, menjelaskan bahwa :

“Umumnya 50:50. Tapi kalau saya tanggung semua biaya, tetap bagi dua.
Kalau peternak ikut keluar biaya, bisa dibagi 60:40 tergantung kesepakatan™’

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan
bahwa :

“Kebanyakan 50:50, tapi kalau saya ikut beli pakan atau obat, saya minta
lebih dari 50 persen. Kadang 60:40, tergantung siapa yang keluar uang lebih
banyak.”®

*” Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
*® Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
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Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa
pola kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro
Sompe bersifat fleksibel dan sangat ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik
modal dan pengelola. Model bagi hasil yang paling umum digunakan adalah
pembagian 50:50, di mana pemilik modal menyediakan fasilitas utama seperti anak
ayam, pakan, dan kandang, sementara pengelola bertugas merawat ayam hingga masa
panen.Namun, dalam praktiknya, sistem ini tidak selalu bersifat kaku. Dalam
beberapa kasus, apabila pengelola turut berkontribusi dalam pembiayaan misalnya
dengan membeli pakan atau obat persentase pembagian hasil dapat berubah menjadi
60:40 atau sesuai dengan besarnya kontribusi. Ini menunjukkan bahwa bentuk kerja
sama yang dijalankan bersifat negosiatif dan situasional, menyesuaikan dengan
realitas di lapangan. Meskipun sistem ini berjalan berdasarkan kesepakatan dan
kepercayaan, ketiadaan aturan tertulis tetap menjadi tantangan tersendiri dalam
menjamin keadilan dan kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam praktik usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe,
keberhasilan dan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan peternak
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan
pembagian keuntungan adalah harga pasar, tingkat kematian ayam, biaya operasional,
serta kontribusi masing-masing pihak. Peternak merasa bahwa sistem ini belum
memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang adil. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Faktor utamanya itu jumlah ayam yang selamat, harga jual di pasar, dan

seberapa besar biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan
bahwa :

"Yang tentukan itu harga ayam, jumlah ayam hidup, dan berapa banyak pakan

dan obat yang habis. Kalau ayam banyak mati, tetap saya yang harus
tanggung.”40

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa

praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan peternak di Labolong sangat

** Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
* Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
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dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat teknis maupun ekonomi. Kedua
narasumber, baik pemilik modal maupun pengelola, sepakat bahwa harga pasar,
tingkat kematian ayam, biaya operasional, dan kontribusi masing-masing pihak
merupakan elemen utama yang menentukan besarnya keuntungan yang diterima oleh
masing-masing pihak.Pemilik modal menekankan bahwa jumlah ayam yang berhasil
dipanen dan harga jual di pasar sangat menentukan, karena kedua aspek tersebut
berdampak langsung terhadap total pendapatan. Sementara itu, pengelola atau
peternak menambahkan bahwa faktor-faktor seperti jumlah ayam hidup, ketersediaan
dan penggunaan pakan serta obat-obatan, sangat memengaruhi hasil akhir. Beban
operasional yang tinggi, terutama saat terjadi kematian ayam dalam jumlah besar,
kerap kali menjadi tanggungan pengelola sepenuhnya, tanpa adanya pembagian risiko
secara adil.Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sistem manajemen risiko yang
jelas dan proporsional dalam pembagian tanggung jawab, khususnya ketika terjadi
kerugian. Peternak merasa kurang mendapatkan perlindungan secara ekonomi
maupun sosial, karena mereka tetap harus menanggung sebagian besar kerugian
meskipun perjanjian bagi hasil secara nominal terlihat setara. Kondisi ini menandakan
bahwa mekanisme bagi hasil yang dijalankan belum sepenuhnya memenuhi prinsip
keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana diidealkan dalam konsep hukum ekonomi
syariah.

Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong,
Kecamatan Mattiro Sompe, para pelaku usaha menghadapi berbagai kendala yang
memengaruhi kelancaran dan keadilan kerja sama tersebut. Salah satu persoalan
utama yang sering muncul adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik
modal dan peternak, sehingga ketika terjadi kerugian seperti kematian ayam secara
massal menimbulkan kesalahpahaman terkait tanggung jawab dan pembagian risiko.
Situasi ini menunjukkan lemahnya aspek perlindungan dan kejelasan hak serta
kewajiban bagi masing-masing pihak, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam
kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam,
menjelaskan bahwa :

"Kadang ayam sakit atau mati banyak. Kalau tidak ada perjanjian
tertulis, bisa salah paham soal siapa yang tanggung rugi."*

* Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan
bahwa :

"Kendala paling berat itu saat ayam mati banyak. Saya tetap dituntut
tanggung biaya, padahal tidak ada aturan tertulis dan bukan salah saya."*
Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong menghadapi
kendala serius, terutama terkait ketiadaan perjanjian tertulis antara pemilik modal dan
peternak. Ketika terjadi kerugian, seperti kematian ayam dalam jumlah besar, tidak
adanya kejelasan hukum mengenai tanggung jawab membuat kedua belah pihak
mudah mengalami salah paham dan saling menyalahkan.Pemilik modal menyadari
bahwa tidak adanya kesepakatan tertulis sering kali menimbulkan konflik saat
menentukan siapa yang harus menanggung rugi. Di sisi lain, pengelola merasa
dirugikan karena harus menanggung beban kerugian yang bukan sepenuhnya menjadi
tanggung jawabnya. Tidak adanya aturan tertulis mengakibatkan tidak seimbangnya
pembagian risiko, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam akad kerja sama
menurut hukum Islam.Kondisi ini mencerminkan pentingnya penyusunan akad
tertulis yang jelas dan adil, agar setiap hak dan kewajiban dapat dipahami dan
disepakati bersama sejak awal. Selain itu, edukasi mengenai akad syariah juga
dibutuhkan agar praktik usaha tidak hanya berjalan efisien, tetapi juga sesuai dengan
prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efektivitas praktik bagi hasil
dalam usaha ternak ayam di Labolong, berbagai solusi mulai disadari pentingnya oleh
para pelaku usaha. Baik pemilik modal maupun peternak menilai bahwa sistem yang
berjalan selama ini masih memiliki banyak kekurangan, khususnya dalam hal
kejelasan tanggung jawab dan perlindungan terhadap risiko kerugian. Berdasarkan
hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Solusinya adalah membuat perjanjian tertulis, jelas tanggung jawab

masing-masing, dan ada pendampingan dari pihak yang paham hukum
syariah."*®

** Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
* Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan
bahwa :

"Harus ada perjanjian tertulis, edukasi soal hukum Islam, dan kalau
bisa ada koperasi atau lembaga yang bantu peternak kalau rugi."**

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa
kesadaran akan perlunya perbaikan dalam praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong
mulai tumbuh di kalangan pelaku usaha. Baik pemilik modal maupun pengelola
menyadari bahwa sistem yang selama ini berjalan belum cukup adil dan belum
memberikan perlindungan yang memadai, terutama saat terjadi kerugian. Oleh karena
itu, mereka sama-sama mengusulkan beberapa solusi penting.Pemilik modal
menekankan pentingnya pembuatan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan
kewajiban masing-masing pihak secara rinci, serta perlunya pendampingan dari pihak
yang memahami hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pengelola mengusulkan
edukasi tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerja sama usaha, dan mendorong
hadirnya lembaga atau koperasi yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan
jika terjadi kerugian.Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan
dalam praktik bagi hasil, dibutuhkan langkah-langkah konkret seperti penyusunan
akad tertulis berbasis syariah, pendampingan hukum, serta penguatan kelembagaan

yang bisa menjadi penengah dan pelindung kedua belah pihak.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam
di Labolong menjadi penting untuk dikaji mengingat prinsip-prinsip keadilan dan
tanggung jawab bersama yang diajarkan dalam syariat. Dalam Islam, kerja sama
usaha semacam ini umumnya dikenal dengan akad mudharabah atau musyarakah,
yang menekankan adanya kesepakatan yang jelas, pembagian keuntungan secara adil,
serta pembagian risiko antara kedua belah pihak. Namun, hasil wawancara dengan
pelaku usaha menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut
masih terbatas. Pemilik modal dan peternak mengakui bahwa praktik yang dijalankan

* Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
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sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, terutama dalam hal
pembagian kerugian yang masih cenderung dibebankan kepada peternak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan

bahwa :

"Seharusnya memang harus adil sesuai syariat. Kalau rugi ya
ditanggung bersama. Tapi karena tidak ada ilmunya, kami jalankan
seadanya."®

Berbeda dengan pengelola, Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola
ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Kalau menurut saya, Islam ajarkan untung dan rugi harus ditanggung
bersama. Tapi di sini, kalau rugi, saya yang repot sendiri."*

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa
praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, jika ditinjau dari perspektif
hukum Islam, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah, khususnya
dalam hal keadilan dan pembagian risiko. Islam mengenal konsep kerja sama usaha
seperti mudharabah dan musyarakah, yang mengatur bahwa keuntungan dibagi sesuai
kesepakatan, dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-
masing pihak. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha di
lapangan belum memahami konsep ini secara utuh.Pemilik modal menyadari
pentingnya prinsip keadilan dalam syariat, tetapi karena keterbatasan pengetahuan,
mereka menjalankan usaha berdasarkan kebiasaan dan saling percaya. Sementara
pengelola merasa sistem yang berjalan saat ini belum adil, karena meskipun hasil
dibagi dua, kerugian lebih sering dibebankan sepenuhnya kepada mereka, tanpa
pembagian risiko yang proporsional. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan
dan edukasi mengenai sistem bagi hasil syariah agar praktik yang dijalankan lebih
selaras dengan prinsip keadilan Islam.

Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Labolong,

Kecamatan Mattiro Sompe, para pelaku usaha menghadapi berbagai kendala yang

* Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
* Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
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memengaruhi kelancaran dan keadilan kerja sama tersebut. Salah satu persoalan
utama yang sering muncul adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik
modal dan peternak, sehingga ketika terjadi kerugian—seperti kematian ayam secara
massal—menimbulkan kesalahpahaman terkait tanggung jawab dan pembagian
risiko. Situasi ini menunjukkan lemahnya aspek perlindungan dan kejelasan hak
serta kewajiban bagi masing-masing pihak, yang dapat menimbulkan ketegangan
dalam kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam,
menjelaskan bahwa :

"Kalau usahanya berhasil, peternak bisa dapat hasil lumayan. Tapi

kalau gagal, mereka bisa rugi. Semua tergantung hasil panen."*’

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan
bahwa :

"Kadang untung, tapi lebih sering saya rugi karena semua beban ada di
saya. Tidak ada jaminan pasti untung."*

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa
praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong memberikan peluang bagi
peternak untuk memperoleh keuntungan jika panen berjalan lancar. Namun,
ketidakpastian hasil usaha dan tidak adanya jaminan perlindungan risiko membuat
kesejahteraan peternak berada dalam kondisi yang rentan. Pemilik modal mengakui
bahwa hasil panen menentukan keseimbangan keuntungan, tetapi tidak adanya
perjanjian tertulis menyebabkan ketika usaha gagal, peternak harus menanggung
sebagian besar kerugian.Dari sisi pengelola, sistem bagi hasil saat ini dinilai belum
memberikan jaminan ekonomi yang adil, karena mereka tetap menanggung beban
operasional dan risiko kerugian, meskipun keuntungan dibagi dua. Hal ini

menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama yang tidak disertai kejelasan tanggung

* Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
*® Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
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jawab berisiko melemahkan stabilitas ekonomi peternak dan tidak sejalan dengan

prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Salah satu aspek penting dalam kerja sama usaha menurut perspektif syariah
adalah prinsip keadilan, yaitu pembagian hak dan tanggung jawab yang seimbang
antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong,
prinsip ini belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik

modal ternak ayam, menjelaskan bahwa :

"Saya akui belum sepenuhnya adil. Harusnya risiko juga dibagi, bukan cuma
keuntungan saja. Tapi belum tahu caranya biar lebih seimbang."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan

bahwa :

"Belum adil. Kalau untung, dibagi dua. Tapi kalau rugi, saya sendiri yang
repot. Harus ada aturan yang lebih adil."*

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa
dalam kerja sama usaha menurut hukum Islam, prinsip keadilan (al-‘adl) menjadi
landasan utama yang menuntut pembagian hak dan tanggung jawab secara seimbang.
Namun, berdasarkan hasil wawancara, prinsip ini belum sepenuhnya terwujud dalam
praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong. Pemilik modal mengakui bahwa sistem
saat ini belum adil karena kerugian tidak dibagi sebagaimana keuntungan, dan belum
ada pemahaman yang memadai untuk memperbaiki ketimpangan tersebut.Sementara
itu, pengelola atau peternak merasa bahwa sistem yang berlaku cenderung berat
sebelah, karena mereka harus menanggung kerugian sendiri meskipun keuntungan
dibagi dua. Ketidakseimbangan ini mencerminkan kesenjangan dalam implementasi
nilai-nilai syariah, khususnya dalam aspek kejelasan perjanjian dan pembagian risiko.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem kerja sama yang berpihak pada keadilan,

** Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
*% Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
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melalui edukasi dan penyusunan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

ekonomi Islam.

Dalam pengembangan usaha ternak ayam dengan sistem bagi hasil,
keterlibatan pihak ketiga seperti pemerintah atau lembaga keuangan memiliki peran
strategis dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta perlindungan hukum bagi
para pelaku usaha. Namun, berdasarkan hasil wawancara di Labolong, Kecamatan
Mattiro Sompe, belum terlihat adanya dukungan nyata dari pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik modal ternak ayam, menjelaskan bahwa:

"Selama ini belum ada dukungan dari pemerintah. Kami kerja sendiri.
Akan lebih baik kalau ada penyuluhan soal sistem bagi hasil syariah.">

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola ternak ayam, menjelaskan

bahwa :

"Tidak pernah ada bantuan atau penyuluhan dari pemerintah. Kalau ada
yang bantu bikin perjanjian atau ajarkan sistem syariah, saya sangat setuju.">?
Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa

peran pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, maupun institusi
keagamaan sangat penting dalam memperkuat sistem kerja sama bagi hasil yang adil
dan berkelanjutan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha di
Labolong, keterlibatan pihak-pihak tersebut masih sangat minim bahkan nyaris tidak
ada. Baik pemilik modal maupun peternak sama-sama menyatakan bahwa tidak
pernah mendapat penyuluhan, pendampingan, atau bantuan hukum terkait sistem bagi
hasil, khususnya dalam perspektif syariah.Ketiadaan peran aktif dari pihak ketiga ini
menyebabkan para pelaku usaha menjalankan praktik usaha berdasarkan kebiasaan
dan asumsi pribadi, tanpa bimbingan hukum atau ekonomi syariah yang memadai.
Hal ini membuka potensi terjadinya ketimpangan dan Kketidakadilan, serta
memperbesar risiko kesalahpahaman dalam pembagian hasil dan tanggung
jawab.Dengan demikian, dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintanh dan lembaga
terkait untuk memberikan edukasi, membentuk sistem pendampingan hukum berbasis

> Wawancara dengan Hatija,pemilik modal,13 juni 2025
> Wawancara dengan Rudy Syamsuddin, pengelolah ternak ayam,09 juni 2025
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syariah, serta memfasilitasi terbentuknya akad tertulis yang melindungi semua pihak
dalam usaha ternak berbasis bagi hasil.

Praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dan pengelola
usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe berlangsung secara
sederhana dan berbasis kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Pemilik modal biasanya
menyediakan fasilitas utama seperti anak ayam, pakan, dan kandang, sementara
pengelola bertanggung jawab dalam proses pemeliharaan ayam hingga panen. Hasil
penjualan ayam kemudian dibagi dua secara merata (50:50). Namun, dalam beberapa
kasus, pembagian bisa berubah jika pengelola turut membantu biaya tambahan,
seperti membeli pakan atau obat, yang membuat persentase berubah menjadi 60:40
atau sesuai kesepakatan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama tersebut bersifat fleksibel dan
bergantung pada kondisi di lapangan.Meskipun sistem bagi hasil yang dijalankan
tampak adil dalam pembagian keuntungan, kenyataannya masih terjadi ketimpangan
dalam pembagian risiko. Dalam kondisi kerugian, seperti kematian ayam dalam
jumlah besar, pengelola sering kali harus menanggung beban sendiri. Pemilik modal
jarang ikut menanggung kerugian tersebut. Ketimpangan ini diperparah dengan tidak
adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing
pihak. Akibatnya, saat terjadi kerugian atau konflik, tidak ada dasar hukum yang jelas
untuk menyelesaikan persoalan. Baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama
menyadari bahwa ketiadaan perjanjian tertulis ini menjadi sumber utama dari
ketidakseimbangan dan potensi konflik dalam kerja sama mereka.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan pembagian keuntungan
dalam usaha ini sangat bergantung pada kondisi teknis dan ekonomi, seperti harga
pasar ayam, tingkat kematian ayam, biaya operasional (pakan dan obat), serta besar
kecilnya kontribusi modal dari masing-masing pihak. Baik pemilik modal maupun
pengelola sepakat bahwa kondisi pasar dan faktor teknis memiliki pengaruh besar
terhadap hasil akhir usaha. Namun, beban kerugian tetap lebih banyak dipikul oleh
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pengelola, yang secara nyata menunjukkan belum adanya sistem manajemen risiko
yang proporsional. >3

Dari segi pandangan hukum ekonomi syariah, praktik kerja sama ini belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah atau musyarakah. Kedua
belah pihak mengakui bahwa keterbatasan pemahaman terhadap sistem syariah dan
hukum Islam menjadi penyebab utama belum terlaksananya kerja sama yang adil dan
seimbang. Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan
pembagian risiko secara merata, namun hal itu belum terwujud dalam praktik yang
berlangsung di lapangan. Kesadaran akan hal ini mendorong munculnya usulan dari
pelaku usaha agar sistem kerja sama diperbaiki.Sebagai solusi, baik pemilik modal
maupun pengelola menyarankan agar kerja sama dibuat lebih jelas melalui akad
tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci. Mereka
juga menilai pentingnya adanya pendampingan dari pihak yang paham hukum
ekonomi syariah, serta edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam praktik usaha.
Selain itu, diusulkan juga agar ke depan dibentuk lembaga seperti koperasi atau mitra
usaha yang dapat melindungi dan membantu peternak saat mengalami kerugian.
Keseluruhan simpulan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kerja sama bagi hasil
di Labolong telah berjalan cukup lama dan berbasis kepercayaan, namun masih
memerlukan perbaikan yang serius agar dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dan
perlindungan yang diajarkan dalam hukum ekonomi Islam.**

Praktik yang berlangsung saat ini lebih banyak mengandung unsur mafsadah
(kerusakan) dibanding maslahah (kemanfaatan). Potensi kerugian sepihak, beban fisik
yang tidak diimbangi hasil adil, serta hilangnya kepercayaan menjadi faktor yang
menunjukkan perlunya perubahan struktur akad.

Sebaliknya, maslahah bisa dicapai jika:
 Pengelola diberikan hak perlindungan dan pendampingan hukum.

« Sistem usaha dijalankan dengan prinsip adil dan transparan.

> Sari, N. R., & Syahputra, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko dalam Usaha Peternakan
Ayam Broiler Mandiri di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal limiah Mahasiswa Pertanian, 6(2), 224-234
>* Yusriadi, & Murni, S. (2021). Peran Prinsip Syariah dalam Kerjasama Usaha Mikro:
Analisis Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(1), 105-116."
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« Akad ditulis secara sah, bisa diawasi oleh pihak ketiga, seperti penyuluh agama
atau lembaga koperasi.

Dengan perbaikan tersebut, usaha ternak di Labolong dapat menjadi model
kemitraan syariah berbasis komunitas lokal, yang tidak hanya menguntungkan secara
ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan spiritual masyarakat desa.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha
Ternak Ayam.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa praktik bagi hasil
dalam usaha ternak ayam di Labolong masih bersifat sederhana dan berbasis
kepercayaan semata. Akad yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola usaha
tidak dibuat secara tertulis dan tidak memuat kesepakatan yang rinci mengenai
tanggung jawab, risiko, maupun pembagian hasil yang proporsional. Hal ini tentu
menjadi catatan penting dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Islam, akad kerja sama usaha seperti ini dikenal dengan istilah mudharabah,
yaitu akad antara pemilik modal (sahib al-mal) dan pengelola (mudarib), di mana
keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik
modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola.>

Namun dalam praktik di Labolong, ditemukan bahwa apabila terjadi kerugian seperti
kematian ayam atau harga jual yang turun, kerugian sering dibebankan sepenuhnya
kepada pengelola. Padahal menurut prinsip keadilan ekonomi syariah, baik
keuntungan maupun kerugian harus ditanggung secara adil dan proporsional. Dalam
QS. Al-Bagarah ayat 275, Allah #menegaskan:

o) o "
Jal &) aall a5a s ) sl «
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

> Muhammad, A. Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi. Yogyakarta:

Deepublish. . (2021).
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(Q.S. Al-Bagarah: 275)°°

Ayat ini menegaskan pentingnya transaksi yang dilakukan secara halal, adil, dan
tanpa unsur kedzaliman. Ketika salah satu pihak harus menanggung beban lebih berat
tanpa adanya kejelasan akad, maka praktik tersebut menjadi tidak seimbang dan tidak
sesuai dengan syariat Islam.

Praktik yang tidak disertai akad tertulis membuka ruang terjadinya sengketa,
ketimpangan hak, dan pengingkaran tanggung jawab. Oleh karena itu, hukum syariah
sangat menganjurkan penulisan akad secara jelas dan disepakati kedua belah pihak,
terutama dalam Kkerja sama usaha seperti ini.Prinsip ta’awun (saling tolong-
menolong) dan ‘adalah (keadilan) juga menjadi dasar penting dalam praktik
muamalah. Jika pengelola telah bekerja keras merawat ayam, maka pembagian hasil

yang adil bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga syar’i.”’

Praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro
Sompe, menunjukkan bahwa meskipun kerja sama antara pemilik modal dan
pengelola telah berjalan cukup lama secara tradisional, sistem tersebut belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam maupun
ketentuan dalam akad mudharabah.

Dalam teori keadilan ekonomi Islam, keadilan (al-‘adl) merupakan prinsip
dasar yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-
masing pihak, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara structural
dalam hal ini adalah pengelola atau peternak. Teori keadilan dalam ekonomi Islam
menekankan bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas
ekonomi harus mendapatkan hak dan memikul tanggung jawab secara adil dan
seimbang, sesuai kontribusi masing-masing®. Islam menolak adanya dominasi satu
pihak atas yang lain dalam muamalah (interaksi sosial-ekonomi), sebagaimana Allah
SWT berfirman:

Latally & ually QT 58515

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya

°” M. Syafe’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, edisi revisi (Jakarta: Gema
Insani, 2021), him. 105-107

> Hosen, M. N. (2020). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam
Sistem Ekonomi Kontemporer. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 35-47
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“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”(QS.
Al-An‘am: 152)>

Keadilan tidak hanya dilihat dari segi pembagian keuntungan, tetapi juga dari
tanggung jawab atas kerugian dan kejelasan perjanjian yang saling mengikat. Namun,
hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang
berlaku cenderung hanya menekankan pembagian keuntungan secara merata (50:50),
tidak serta-merta mencerminkan keadilan, karena tidak memperhitungkan risiko dan
kontribusi secara proporsional. Pengelola menanggung seluruh risiko kerugian seperti
kematian ayam dan beban operasional tambahan, padahal pemilik modal tetap
menerima bagian keuntungan jika panen berhasil. Hal ini menunjukkan
ketidakseimbangan peran dan hasil.Dalam teori keadilan distributif menurut Islam,
prinsipnya adalah al-muwazanah, yaitu keseimbangan antara hak dan tanggung
jawab. Jika kontribusi dan beban berbeda, maka hasil juga seharusnya disesuaikan.
Artinya, jika pengelola memikul risiko lebih besar, maka kompensasinya pun
seharusnya lebih besar atau dibarengi dengan pembagian kerugian secara adil. Tanpa
kejelasan ini, praktik usaha rentan menimbulkan eksploitasi terselubung dan
ketimpangan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat.

Jika ditinjau dari perspektif akad mudharabah, yaitu kerja sama antara
pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), pembagian
keuntungan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dan secara proporsional.
Sedangkan untuk kerugian, dalam figh muamalah, beban kerugian ditanggung oleh
pemilik modal kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dalam
praktik di Labolong, kerugian justru hampir seluruhnya ditanggung oleh pengelola,
yang jelas bertentangan dengan ketentuan dasar mudharabah. Hal ini terjadi karena
tidak adanya perjanjian tertulis yang secara tegas membatasi dan membagi tanggung
jawab, serta minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap hukum ekonomi Islam.
Pemilik modal pun mengakui bahwa prinsip keadilan belum terwujud, sedangkan
pengelola merasa dibebani tanggung jawab yang tidak seimbang—terutama ketika
hasil panen gagal akibat faktor teknis seperti kematian ayam.Lebih lanjut, teori
keadilan dalam ekonomi Islam juga menggarisbawahi pentingnya peran negara dan

** Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (QS. Al-An‘am: 152)
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institusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang menjamin distribusi risiko dan
hasil yang seimbang. ®

Sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah:

"Jika terjadi kerugian dalam akad mudharabah, maka pemilik modal
menanggungnya. Namun, jika keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan."
Artinya, dalam sistem mudharabah, kerugian bukanlah beban pengelola kecuali
karena kelalaiannya. Fakta bahwa pengelola di Labolong tetap menanggung
kerugian meskipun bukan kesalahannya secara langsung, jelas bertentangan dengan
prinsip ini.

Namun, dari hasil wawancara, diketahui bahwa belum ada peran nyata dari
pemerintah, lembaga keuangan, atau institusi keagamaan dalam memberikan edukasi
atau pendampingan bagi pelaku usaha. Ketiadaan pihak ketiga ini mengakibatkan
para pelaku hanya mengandalkan tradisi dan kepercayaan, tanpa rujukan pada sistem
hukum Islam yang lebih adil dan tertulis. Padahal, salah satu indikator penting dari
keadilan ekonomi dalam Islam adalah keberadaan akad tertulis yang memberikan
kejelasan hukum, transparansi, serta perlindungan bagi semua pihak.

Dengan demikian, meskipun sistem kerja sama ini memberikan peluang
ekonomi bagi peternak, namun tidak dapat dikatakan sepenuhnya adil menurut
prinsip syariah. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti edukasi hukum syariah,
pendampingan oleh lembaga keuangan Islam, serta penyusunan akad tertulis berbasis
mudharabah yang jelas dan mengikat. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat
struktur hukum dalam praktik bagi hasil, tetapi juga akan menghadirkan keadilan
sebagaimana dicita-citakan oleh hukum ekonomi Islam, yaitu keseimbangan antara
keuntungan dan risiko, serta perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan
kontribusinya.®

Lebih jauh, dalam kerangka maqasid al-syari‘ah, praktik muamalah seperti
kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak ayam harus mencerminkan nilai-nilai
perlindungan terhadap lima pokok utama: agama (kifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal

® Nasution, I. F. (2021). Prinsip Akad Mudharabah dalam Praktik Ekonomi Syariah: Telaah
Figh Muamalah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 9(2), 155-166

*1 Syafei, M. 1., & Marzuki, M. (2020). Urgensi Akad Tertulis dalam Akad Mudharabah dan
Musyarakah Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 55-67.
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(hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (kifz al-mal). Dalam konteks ini,
aspek perlindungan harta menjadi perhatian utama, baik dari sisi pemodal maupun
pengelola. Ketika sistem tidak memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung
jawab, maka salah satu pihak—dalam hal ini pengelola—berpotensi mengalami
kerugian yang tidak adil. Hal tersebut berpotensi melanggar prinsip #kifz al-mal,
karena tidak adanya mekanisme perlindungan aset yang proporsional dan adil.

Dari sisi tujuan hukum Islam (magasid), kerja sama usaha seharusnya tidak
menimbulkan mafsadah (kerusakan) atau zulm (kezaliman). Imam al-Syatibi dalam
karyanya al-Muwafagat menekankan bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan
maslakah (kebaikan) dan menghindari mafsadah. Jika dalam praktiknya, kerja sama
justru menimbulkan ketimpangan dan kerugian yang berulang di pihak yang lemah,
maka sistem tersebut perlu dikoreksi dan disesuaikan agar selaras dengan tujuan
syariah.

Selain itu, dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, praktik kerja sama tanpa
kejelasan akad dan distribusi risiko dianggap tidak memenuhi syurit (Syarat sah)
akad. Lembaga keuangan syariah modern seperti bank syariah pun menekankan
pentingnya dokumentasi dan pembuktian akad untuk mencegah sengketa. Oleh
karena itu, meskipun usaha ternak ayam yang dilakukan secara tradisional ini terlihat
sederhana, ia tetap harus memenuhi standar minimum dalam syariat berupa akad
tertulis, persetujuan kedua belah pihak secara sadar, dan perincian terhadap hak serta
kewajiban masing-masing.

Sebagai perbandingan, dalam praktik mudharabah di institusi keuangan syariah,
terdapat standar operasional seperti adanya proposal usaha, jangka waktu, ketentuan
bagi hasil, evaluasi berkala, dan audit. Ini menunjukkan bahwa meskipun akad
mudharabah bersifat sederhana secara konsep, pelaksanaannya memerlukan ketelitian
agar tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam.

Lebih dari itu, perlu diperhatikan bahwa pembagian hasil usaha seharusnya tidak
hanya ditentukan berdasarkan persentase yang kaku, seperti 50:50, tetapi juga
memperhitungkan unsur risiko (risk sharing) dan kontribusi tenaga (effort sharing)
yang ditanggung oleh pengelola. Ketika pengelola menghadapi beban kerja fisik
harian, ketidakpastian pasar, risiko penyakit ayam, dan fluktuasi harga, maka
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penetapan pembagian hasil yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini menjadi
bentuk gharar (ketidakjelasan) yang dihindari dalam Islam.

Dalam praktik di Labolong, pengelola kerap kali tetap menanggung biaya
pengobatan ayam, pakan tambahan, dan bahkan risiko kematian, sedangkan pemodal
tetap menerima hasil bersih tanpa terlibat langsung. Ini menunjukkan bahwa akad
tersebut lebih menyerupai akad ijarah dengan beban usaha, namun tanpa upah tetap,
melainkan menggantungkan penghasilan dari hasil panen. Hal ini tidak sesuai dengan
prinsip akad apa pun dalam fikih Islam, karena tidak memberikan kejelasan hasil
ataupun jaminan kerja yang proporsional.

Selain aspek keadilan dan akad yang belum tertulis, hal lain yang juga menjadi
sorotan dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah ketidaksesuaian sistem kerja
sama dengan prinsip syirkah (kemitraan bisnis). Dalam syirkah, khususnya jenis
syirkah al- inan, semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal atau jasa, dan
mendapat bagian dari hasil usaha sesuai kontribusi masing-masing. Akan tetapi,
dalam praktik di Labolong, pemilik modal menyumbangkan dana dan sarana
produksi seperti bibit dan kandang, sementara pengelola menyumbangkan tenaga
kerja dan keahlian. Namun demikian, tidak ada perhitungan yang rinci tentang nilai
kontribusi tersebut yang dijadikan dasar pembagian keuntungan. Pembagian secara
merata (misalnya 50:50) tanpa mempertimbangkan bobot kontribusi yang berbeda
bisa mengarah pada ketidakadilan.

Lebih lanjut, dalam konteks fikih kontemporer, ketidakseimbangan seperti ini bisa
dikategorikan sebagai syirkah fasidah (kemitraan yang rusak), karena tidak
memenuhi syarat kejelasan kontribusi dan tidak adanya kesepakatan tertulis tentang
rasio pembagian keuntungan dan penanggung risiko. Dalam hal ini, Islam
menekankan perlunya akad yang memuat kepastian hukum (al-gat‘iyyah) agar
menghindarkan para pihak dari perselisihan atau potensi eksploitasi yang terselubung.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui pula bahwa para
pengelola ternak sering merasa tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam proses
kesepakatan. Karena sifat hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan tradisi,
pihak pengelola cenderung pasif dan mengikuti pola yang sudah berlangsung,
meskipun tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini menandakan adanya kesenjangan
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kekuasaan ekonomi (power imbalance) antara pemilik modal dan pengelola, yang
bertentangan dengan prinsip musawah (Kesetaraan) dalam Islam. Islam sangat
menekankan bahwa semua pihak dalam muamalah memiliki kedudukan yang sama
dan harus diperlakukan secara adil, bukan berdasarkan status ekonomi atau kekayaan.

Dalam kerangka maqasid al-syari‘ah, bentuk-bentuk kesepakatan seperti ini yang
tidak didasarkan pada kejelasan dan keadilan dapat mengarah pada pelanggaran
terhadap Aifz al-nafs (perlindungan jiwa), karena ketimpangan beban dapat
berdampak pada kesejahteraan pengelola dan keluarganya. Ketika usaha gagal,
pengelola bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga menanggung
beban biaya, waktu, dan tenaga yang sia-sia tanpa adanya perlindungan ekonomi. Jika
dibiarkan, praktik seperti ini dapat memperbesar ketimpangan sosial dan merusak
tujuan distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Tinjauan dari segi maslahat dan mafsadah juga menunjukkan bahwa sistem ini lebih
besar menimbulkan mafsadah (kerusakan), karena berpotensi menyebabkan kerugian
sepihak, kelelahan fisik yang tidak seimbang dengan hasil, serta hilangnya
kepercayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi dari lembaga syariah
lokal seperti Baznas, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi pesantren, ataupun
penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi, mediasi, dan
penyusunan standar akad yang sesuai dengan syariah.

Di sisi lain, praktik ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk diberdayakan
sebagai model usaha kemitraan syariah berbasis komunitas lokal, jika diformulasikan
dengan benar. Kelebihan utama dari sistem ini adalah adanya kepercayaan, relasi
sosial yang erat, serta keterlibatan langsung masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi
produktif. Prinsip dasar Islam, seperti ra‘@wun (kerja sama), hisbah (pengawasan
pasar), dan maslakah ‘ammah (kemanfaatan umum) sangat mendukung adanya
sistem kerja sama seperti ini—dengan catatan bahwa praktiknya harus dilandasi akad
yang sah, adil, dan menguntungkan kedua belah pihak.

Sebagai model penguatan hukum, dapat diterapkan akad mudharabah mugayyadah,
yaitu kerja sama dengan pembatasan usaha dan skema bagi hasil yang lebih
transparan. Dalam hal ini, pemilik modal tetap dapat memberikan modal dan
menetapkan sektor usaha yang dijalankan, namun pengelola juga dilindungi dari
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risiko kerugian yang tidak adil, serta berhak atas pembagian hasil yang proporsional
dengan kontribusinya.

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh, terdapat sejumlah permasalahan
krusial yang terjadi dalam praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Desa Labolong.
Salah satunya adalah ketiadaan akad tertulis, yang menjadi celah utama terjadinya
sengketa atau ketimpangan hak dan tanggung jawab antara pemilik modal dan
pengelola. Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan aspek esensial yang
harus memenuhi rukun dan syarat agar transaksi menjadi sah.

Tidak adanya dokumen perjanjian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum
(gharar), yang dalam Islam termasuk perbuatan yang dilarang karena membuka
peluang penipuan atau kerugian sepihak. Ketika terjadi kematian ayam akibat wabah,
misalnya, pengelola tetap menanggung kerugian penuh tanpa adanya mekanisme
perlindungan dari pemodal. Ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan belum
memenuhi prinsip musyarakah atau mudharabah secara benar, di mana risiko dan
hasil harus dibagi sesuai porsi yang disepakati.

Selain itu, tidak adanya laporan keuangan dan evaluasi berkala juga mencerminkan
minimnya transparansi, yang bertentangan dengan prinsip al-wuduh (kejelasan) dan
al-amanah (kepercayaan). Dalam praktik ideal, baik pengelola maupun pemilik
modal harus mengetahui kondisi usaha secara objektif agar keputusan bisnis bisa
diambil secara adil.

Praktik di lapangan cenderung menunjukkan pola hubungan vertikal, di mana
pemodal memiliki kekuasaan mutlak terhadap arah usaha, sedangkan pengelola hanya
berperan sebagai pelaksana tanpa perlindungan hukum yang jelas. Padahal, dalam
Islam, kerja sama bisnis haruslah bersifat horizontal (kemitraan), sebagaimana
ditegaskan dalam prinsip ta‘awun (tolong menolong) dan tasyaruk (kerja sama).

Dalam menilai praktik yang terjadi di Desa Labolong dari sudut pandang hukum
ekonomi syariah, perlu juga dikaji lebih dalam mengenai adanya potensi unsur
jahalah (ketidaktahuan) dan tadlis (penyembunyian informasi) dalam hubungan kerja
antara pemodal dan pengelola. Ketika tidak ada akad tertulis atau rincian tanggung
jawab yang disepakati secara formal, maka salah satu pihak dapat tidak mengetahui
secara pasti apa saja hak dan kewajibannya, serta risiko yang harus ditanggung.
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Dalam figh muamalah, hal seperti ini dilarang karena membuka ruang terjadinya
kecurangan dan perselisihan.

Lebih lanjut, kondisi ini bertentangan dengan prinsip al-kitabah (penulisan kontrak)
yang disebutkan dalam QS. Al-Bagarah ayat 282, di mana Allah SWT
memerintahkan agar setiap transaksi utang-piutang (apalagi bentuk kerja sama
ekonomi) dicatat secara jelas dan adil. Meskipun dalam praktik di Labolong tidak
terdapat niat buruk dari kedua pihak, namun ketiadaan kejelasan akad membuat
prinsip al-‘adalah (keadilan) dan al-mas’uliyyah (akuntabilitas) menjadi lemah.

Dari perspektif syariah, kerja sama bisnis seperti mudharabah dan musyarakah
memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Di antara yang paling penting adalah
adanya kejelasan peran masing-masing pihak, kejelasan proporsi keuntungan, dan
distribusi risiko yang proporsional. Dalam praktik di Labolong, kerugian sering kali
dibebankan sepenuhnya kepada pengelola, tanpa adanya klausul perlindungan atau
pembagian kerugian secara adil.

Dari hasil observasi, praktik yang terjadi lebih mirip dengan model sewa jasa (ijarah)
yang terselubung, bukan murni mudharabah. Sebab, pemilik modal cenderung
memperlakukan pengelola seperti pekerja yang harus bertanggung jawab atas semua
risiko, tetapi tetap memberikan pembagian keuntungan yang bersifat tetap dan tidak
fleksibel. Ini bertentangan dengan prinsip syariah karena mencampuradukkan akad
dan melanggar asas al-fasl baina al- ‘uqud (pemisahan antara jenis akad).

Dengan demikian, diperlukan pembenahan secara struktural dalam praktik bagi hasil
tersebut agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini meliputi:

1. Penulisan akad secara tertulis dan sah.
2.Penjelasan hak dan kewajiban setiap pihak secara adil.
3. Distribusi risiko yang seimbang.

4.Pengawasan berkelanjutan dari tokoh masyarakat atau lembaga terkait.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, legalitas suatu akad tidak hanya dilihat dari
niat baik dan kesepakatan lisan, namun harus memenuhi unsur akad yang sah
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sebagaimana dirumuskan dalam ushul figh dan figh muamalah. Dalam praktik usaha
ternak ayam di Labolong, pengelola sering kali menanggung beban kerugian tanpa
memiliki instrumen perlindungan formal. Ini menimbulkan kerentanan struktural
yang dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan dan keberlangsungan usaha.

Padahal, dalam akad mudharabah maupun musyarakah, prinsip al-ghunmu bil ghurmi
(keuntungan sebanding dengan risiko) wajib ditegakkan. Ketika pengelola hanya
dianggap sebagai pelaksana, tanpa mendapat perlindungan risiko atau kejelasan bagi
hasil, maka hubungan tersebut dapat menyimpang dari prinsip ta’awun dan maslahah

‘ammabh.

Salah satu solusi adalah mengadopsi akad mudharabah mugayyadah, yakni kerja
sama yang disertai batasan sektor, waktu, dan pembagian risiko yang tertulis. Dengan
akad ini, pemilik modal tidak hanya memberikan modal, tetapi juga ikut bertanggung
jawab atas kerugian sesuai kadar yang disepakati. Akad ini lebih seimbang dan sesuai
dengan magashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (hifz
al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs) pengelola.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1.

Praktik bagi hasil usaha ternak ayam di Desa Labolong dilakukan secara
sederhana dan informal tanpa perjanjian tertulis. Kerja sama antara pemilik
modal dan pengelola ternak ayam dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan, di
mana pemilik modal menyediakan sarana produksi seperti anak ayam, pakan, dan
kandang, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan ayam
hingga masa panen. Keuntungan dari hasil penjualan ayam kemudian dibagi rata
antara kedua belah pihak. Namun demikian, tidak adanya perjanjian tertulis yang
jelas membuat pembagian tanggung jawab, risiko kerugian, serta hak dan
kewajiban masing-masing pihak menjadi tidak terstruktur dan berpotensi
menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, pengelola sering kali harus menanggung
sendiri kerugian akibat kematian ayam atau naik-turunnya harga pasar, tanpa
kejelasan tanggung jawab dari pemilik modal.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini tidak memenuhi prinsip-
prinsip akad mudharabah dan keadilan ekonomi Islam. Dalam akad mudharabah,
sangat ditekankan perlunya kejelasan perjanjian yang tertulis, penentuan rasio
keuntungan yang disepakati sejak awal, serta pembagian risiko secara adil dan
proporsional. Hukum syariah menetapkan bahwa jika terjadi kerugian yang
bukan disebabkan kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung
jawab pemilik modal. Namun, dalam praktik yang ditemukan di lapangan, beban

kerugian masih banyak ditanggung oleh pengelola, padahal mereka hanya
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berperan sebagai pihak yang menjalankan usaha. Hal ini bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah seperti keadilan (al-‘adalah),
transparansi (al-wuduh), dan  penghindaran  eksploitasi (zalim).
Ketidakseimbangan posisi tawar ini menimbulkan ketimpangan struktural yang

merugikan pihak pengelola secara ekonomi maupun moral.

B. Saran

1.

Bagi Pemilik Modal dan Pengelola Usaha Ternak Ayam di Desa Labolong,
disarankan agar kerja sama usaha bagi hasil tidak hanya didasarkan pada
kepercayaan dan kesepakatan lisan semata, tetapi dilengkapi dengan akad tertulis
yang jelas dan sah secara syariah. Akad tersebut perlu memuat ketentuan tentang:
proporsi pembagian keuntungan, pembagian tanggung jawab dan risiko kerugian,
serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini untuk menghindari
kesalahpahaman dan menjaga keadilan dalam hubungan kemitraan.

Bagi Pemerintah Desa, Tokoh Agama, dan Lembaga Keuangan Syariah,
diharapkan dapat turut serta dalam memberikan edukasi dan pendampingan
hukum ekonomi syariah kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyusunan
akad mudharabah dan praktik muamalah yang sesuai syariat. Pelatihan atau
sosialisasi tentang hukum bisnis Islam dan etika kerja sama syariah sangat
penting dilakukan secara berkala untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat,
terutama bagi p ara peternak yang selama ini belum terbiasa membuat perjanjian
tertulis.

Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan
ruang lingkup yang lebih luas, misalnya mencakup perbandingan antara praktik

bagi hasil di beberapa desa atau sektor usaha ternak lain seperti sapi, kambing,
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atau itik. Penelitian lanjutan juga dapat menyoroti aspek hukum positif yang

mengatur bentuk kemitraan seperti ini dalam kerangka hukum nasional, serta

dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

4. Agar praktik bagi hasil ini sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah,
perlu dilakukan pembenahan dan pendampingan secara sistematis.
Pembenahan tersebut meliputi penyusunan akad secara tertulis yang
mencantumkan pembagian keuntungan, mekanisme penanggungan kerugian,
serta tanggung jawab masing-masing pihak secara rinci. Edukasi kepada
masyarakat, terutama para pengelola dan pemilik modal, tentang pentingnya
akad yang sah menurut syariah sangat dibutuhkan. Keterlibatan pemerintah
desa, lembaga keuangan syariah, serta tokoh agama juga menjadi faktor
penting dalam menciptakan sistem kerja sama yang adil, berkelanjutan, dan
berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, praktik bagi hasil
ternak ayam di Labolong memiliki potensi besar untuk menjadi model
kemitraan usaha berbasis syariah yang tidak hanya memberikan keuntungan
finansial, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan, keberkahan, dan

saling tolong-menolong sesuai ajaran Islam.
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Reduksi Data

Judul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak
Ayam di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe

Lokasi Penelitian: Desa Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe

Jenis Penelitian: Kualitatif deskriptif (field research)

Sumber Data:
o Data primer: Wawancara dengan pemilik modal dan pengelola ternak ayam
o Data sekunder: Buku, jurnal, dan dokumentasi

Temuan Utama:

1. Mekanisme Praktik: Pemilik modal menyediakan anak ayam, pakan, dan
kandang; pengelola merawat ayam sampai panen. Hasil penjualan dibagi dua,
tanpa akad tertulis.

2. Permasalahan:

e Tidak adanya akad tertulis — potensi konflik dan pengingkaran.

e Ketimpangan risiko — pengelola menanggung kerugian sendiri
saat ayam mati.

e Pembagian hasil tidak berdasarkan kontribusi dan beban kerja.

3. Prinsip Syariah yang Terkait:

e Tidak terpenuhinya prinsip ‘adalah (keadilan) dan ta’awun
(tolong-menolong).

e Tidak sesuai dengan akad mudharabah yang mensyaratkan
kejelasan peran dan kesepakatan pembagian hasil.

4. Solusi dan Rekomendasi:

e Perlunya akad tertulis yang mencantumkan tanggung jawab,
risiko, dan pembagian hasil.

e Pendampingan hukum syariah dan edukasi kepada pelaku
usaha.

e Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan,
transparansi, dan risiko bersama.

Kesimpulan

Praktik bagi hasil ternak ayam di Labolong masih belum memenuhi prinsip dasar
hukum ekonomi syariah karena tidak adanya perjanjian tertulis, ketimpangan
tanggung jawab, dan pembagian hasil yang tidak proporsional.
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PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

1.

Bagaimana mekanisme praktik bagi hasil dalam usaha ternak ayam di
Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang?

Apa saja model bagi hasil yang diterapkan oleh para peternak ayam di daerah

tersebut?

Bagaimana perjanjian atau kesepakatan antara pemilik modal dan peternak

dalam praktik bagi hasil usaha ternak ayam?

Faktor apa saja yang mempengaruhi pembagian keuntungan dalam usaha

ternak ayam di Labolong?

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil yang

diterapkan dalam usaha ternak ayam di daerah tersebut?

Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan praktik bagi hasil usaha ternak
ayam?
Bagaimana dampak praktik bagi hasil ini terhadap kesejahteraan peternak

ayam di Labolong?

Apakah praktik bagi hasil yang digunakan telah sesuai dengan prinsip

keadilan bagi semua pihak yang terlibat?



9. Bagaimana peran pihak ketiga (misalnya pemerintah atau lembaga keuangan)

dalam mendukung usaha ternak ayam dengan praktik bagi hasil?

10. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas praktik bagi

hasil dalam usaha ternak ayam di Labolong?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-

Budiman, M.HI
NIP: 197306272003121004
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